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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat 

menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2025. 

Laporan Akuntabilitas disusun sebagai tindak lanjut dari TAP MPR 

RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta INPRES 

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan memperhatikan Permenpan & RB Nomor 

88 tahun 2021 tentang  Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan instansi 

pemerintah mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Sistematika laporan ini disusun sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan Nomor: 

2416/MENKES/PER/XII/2011 berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sesuai Peraturan 

Menteri Kesehatan,  Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan yang dijabarkan dalam Rencana Kegiatan Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan dan dirangkum menjadi Laporan Akuntabiilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Eselon II dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2025 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk 

evaluasi yang obyektif, efisien, dan efektif terhadap kinerja Direktorat di lingkungan Direktorat 

Jenderal Kesehatan Lanjutan khususnya Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan, untuk mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan. 

 

Jakarta, 26 Januari 2026 

       Direktur Pengembangan Pelayanan 

       Kesehatan Rujukan, 

 

 

 

 

 

dr. Yanti Herman, SH.M.HKes.  

NIP 197001242002122001 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan 

pertanggungjawaban kinerja serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan 

ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian 

kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal 

Kesehatan Lanjutan Tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja pimpinan.  

 

Adapun pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Tahun 2025 

sebagai berikut: 

1. Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank sebesar 98% (target 97%) 

2. Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar sebesar 43 RS (target 43 RS) 

3. Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP sebesar 146 peneliti (target 100 peneliti) 

4. Jumlah Fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin sebesar 400 

fasyankes (target 400 fasyankes) 

5. Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis sebesar 40 RS 

(target 30 RS) 

6. Persentase kab/kota memenuhi standar kebutuhan darah di wilayahnya sebesar 20% 

(target 20%) 

7. Persentase kab/kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari puskesmas ke 

FKTP Swasta sebesar 100% (target 100%) 

8. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar 85,56 (target 

92,35) 

9. Persentase rekomendasi hasil pemeriksanaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar 95% (target 95%) 

10. Indeks Kualitas SDM Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 81,98 

(targer 81) 

 

Terdapat 2 indikator tahun 2025 yang belum tercapai yaitu:  

1. Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik sebesar 50% (target 60%) 

2. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

sebesar 92,14 % (target 96%) 

 

Secara indikator kinerja kegiatan yang diampu Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan sebanyak 10 dari 12 indikator kinerja kegiatan telah memenuhi target 
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tahun 2025. Sementara itu 2 indikator kinerja kegiatan yang belum tercapai perlu percepatan 

di tahun 2026 mendatang. Dalam pelaksanaan program – program kegiatan pada Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk menunjang indikator masih terdapat 

banyak tantangan dan kendala. Salah satu penyebabnya yaitu Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan mengalami perubahan struktur organisasi sesuai Permenkes 

21 tahun 2024 dan anggaran baru tersedia pada tanggal 1 Oktober 2025, sehingga capaian 

kinerja menjadi kurang optimal. Selain itu masih kurangnya pemahaman terkait program-

program yang ada di direktorat baru sehingga memerlukan proses diskusi dengan lintas 

program terkait, dan perubahan kebijakan pimpinan.  

 

Adapun langkah – langkah untuk menjalankan program guna mencapai target indikator 

kinerja Direktorat antara lain dengan mengoptimalisasi alokasi dana yang ada, menyesuaikan 

bentuk kegiatan secara daring, mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan, serta pembagian 

tugas SDM yang merata di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan. 

Dari segi realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 

12.812.376.987,- (92,29%) yang terdiri dari alokasi anggaran Yankes JKN terakhir sebesar 

Rp.13.367.040,- dengan realisasi sebesar Rp.12.312.068.345,- atau sebesar (92,11%) dan 

Dukman dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 515.862.000,- dengan realisasi sebesar 

Rp.500.308.642,- atau sebesar 96,98%.  Adapun total realisasi (Program Yankes JKN dan 

Dukman) sebesar Rp.12.812.376.987,- atau 92,29% 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya 

mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan 

sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base 

Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pemeri``ntahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih 

dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan 

yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun. Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan organisasi yang berada di 

bawah Struktur Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2022 dan Permenkes 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan. Adapun pengukuran kinerja untuk sasaran kegiatan tersebut 

berupa 8 (delapan) indikator, yaitu: 

1. Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank sebesar 98% (Target 

97%); 

2. Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar sebesar 43 RS (43 

RS); 

3. Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP sebesar 146 peneliti (target 100 orang 

peneliti); 

4. Jumlah Fasyankes yang menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine sebesar 

400 fasyankes (target 400 fasyankes); 

5. Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis sebesar 

32 RS (target 30 RS); 

6. Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik sebesar 50% (target 

60%); 

7. Persentase kab/kota memenuhi standar kebutuhan darah di wilayahnya sebesar 

18% (target 20%); dan  

8. Persentase kab/kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari 

puskesmas ke FKTP Swasta sebesar 100% (100%). Capaian indikator ini 

merupakan capaian indikator tahun 2024, dimana indikator ini hanya 

diperuntukan sebagai tagging efisiensi anggaran eksisting unit Direktorat 

Pelayanan Kesehatan Primer yang merupakan bagian dari struktur organisasi 

lama.  

 

Terdapat indikator tambahan direktif Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 

Tahun 2025 dengan pencapaian indikator sebagai berikut: 

1. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan (Direktif Pimpinan) 96% 

2. Nilai Kinerja Anggaran Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan (92,35) nilai 

3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas di 

Tindaklanjuti Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan (95%) 
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4. Indeks Kualitas SDM Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

(81) nilai 

 

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Lanjutan atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

selama tahun 2025. Di samping merupakan pelaksanaan amanat peraturan 

perundang-undangan terkait, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah. 

Laporan Kinerja ini juga sekaligus menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal 

Kesehatan Lanjutan di masa yang akan datang. 

 

B. PENJELASAN UMUM ORGANISASI 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 Tentang Kementerian 

Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan mempunyai tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan 

kesehatan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Kesehatan dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-

masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, saat ini sudah 

ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan No. 21 tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan republik indonesia nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan merupakan 

unit kerja setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi 

dari Kementerian Kesehatan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kesehatan 

Lanjutan terdiri atas: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan; 

b. Direktorat Pelayanan Klinis; 

c. Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

d. Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan; 

e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan 

f. Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan. 

 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DPPKR) Ditjen 

Kesehatan Lanjutan, Kementerian Kesehatan bertugas merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan, standar, prosedur, serta kriteria terkait pengembangan 

kesehatan rujukan, serta memberikan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan, untuk memastikan pasien mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan tingkat lanjut yang berkualitas dan efisien di fasilitas kesehatan rujukan.  

Sesuai Surat Keputusan Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Nomor: HK.02.03/D.III/2025 tentang Tim Pelaksana Tugas di lingkungan Direktorat 
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Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan menetapkan bahwa tim pelaksana 

tugas terdiri atas 6 (enam) Tim Kerja, yaitu: 

1. Tim Kerja Inovasi Genomik dan Molekuler serta Penelitian Klinis; 

2. Tim Kerja Terapi Regeneratif dan Inovasi Medis; 

3. Tim Kerja Terapi Inovatif dan Layanan Digital; 

4. Tim Kerja Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan; 

5. Tim Kerja Inovasi Klinis dan Teknologi Kesehatan Lanjutan; dan 

6. Tim Kerja Dukungan Manajemen.  

     

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU YANG DIHADAPI  

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam 

memiliki sebaran penduduk yang luas dan tidak merata. Akses dan mutu pelayanan 

fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu tantangan bagi penduduknya untuk 

memperoleh layanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan menetapkan bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan 

Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan 

derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk memenuhi hak setiap orang dan 

menyediakan pelayanan kesehatan secara merata, Pemerintah 

mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014 sehingga 

membuka akses masyarakat ke pelayanan kesehatan seluas-luasnya. Cakupan dan 

akses pelayanan harus disertai pelayanan yang bermutu agar dapat memberikan 

manfaat yang optimal bagi masyarakat. 

 

D.  MAKSUD DAN TUJUAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang 

memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 

2025 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian 

Kesehatan. 

 

E. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Berdasarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pelayanan 

kesehatan rujukan.  Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan  menyelenggarakan fungsi: 

1. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, 

fasilitasi perizinan, transformasi pengembangan pelayanan kesehatan rujukan; 

2. Menyusun NSPK untuk pelayanan kesehatan rujukan; 

3. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada fasilitas kesehatan rujukan; 

dan 
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4. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait pelayanan 

kesehatan rujukan. 

 

Adapun susunan organisasi Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan terdiri atas: Kelompok Jabatan Fungsional.  

 

 

 

F. DASAR HUKUM  

1. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah;  

2. Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 

3. Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

4. Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2025-2029. 

5. Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan 

G.  SISTEMATIKA 

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2025. Pencapaian 

kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja) dianggap 

sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja 

terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi 

perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka pikir seperti itu, 

sistimatika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai berikut: 

❖ Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan 

tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan, serta sistimatika penyajian laporan. 
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❖ Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi dan misi, 

tujuan, jumlah SDM dan Peserta Kegiatan Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan serta kebijakan dan program beserta anggaran yang 

direncanakan tahun 2025. 

 

❖ Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian 

kinerja tahun 2024, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta 

sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan selama Tahun 2025. 

 

❖ Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2025. 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja 

berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. 

Dalam rencana kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2025, 

telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk mencapai 

sasaran strategis. 

Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan sesuai Permenkes 12 tahun 2025 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan tahun 2025– 2029 sebagai berikut: 

A. RENCANA KERJA TAHUNAN 

Perencanaan kinerja di bawah ini merupakan dasar bagi Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu 

kinerja aktual. Perencanaan kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

pada tahun 2025 mengalami perubahan struktur organisasi dan sekaligus mengalami 

perubahan rencana strategis pada Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan. 

Adapun indikator kinerja sesuai dengan perubahan regulasi adalah sebagai berikut. 

Tabel Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer berdasarkan 

Permenkes 13 Tahun 2022. 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET 
TAHUN 2024 

Meningkatnya Kolaborasi 
Puskesmas dan Fasyankes 
Primer Lainnya dalam 
Pemberian Pelayanan 

Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
Redistribusi Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP 
Swasta 

100% 

 
 
 
Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya 

Persentase realisasi anggaran Direktorat Pelayanan 
Kesehatan Primer 

96% 

Persentase realisasi capaian kinerja Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer 

95% 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang 
telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan 
Kesehatan Primer 

95% 

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat Pelayanan 
Kesehatan Primer 

90 

Meningkatnya Peran 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Primer Milik 
Swasta Dalam Pelayanan 

Persetase Puskesmas yang melakukan kolaborasi 
dengan FKTP lain dalam mendukung program prioritas 

80% 
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Program Prioritas Bagi 
Masyarat 

 

Tabel Indikator Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

berdasarkan Permenkes 12 Tahun 2025-2029. 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2025-2029 

2025 2026 2027 2028 2029 

Populasi direkrut untuk 

penyimpanan biobank 

IKK 31.1.1 Persentase populasi 

direkrut untuk penyimpanan 

biobank 

97 97 100 100 100 

Populasi yang 

menggunakan 

farmakogenomik 

IKK 31.1.2 Persentase populasi 

yang menggunakan 

farmakogenomik 

60 60 80 80 80 

RS yang sudah memiliki 

CRU sesuai standar 

IKK 32.2.1 Pertumbuhan RS yang 

sudah memiliki CRU sesuai 

standar 

43 63 105 193 386 

Peneliti di CRU RS Vertikal 

yang tersertifikasi GCP 

IKK 32.3.1 Jumlah Peneliti CRU di 

RS yang tersertifikasi GCP 

100 200 300 400 500 

Fasyankes yang 

menyelenggarakan 

pelayanan telemedisin 

IKK 16.3.1 Jumlah fasyankes yang 

menyelenggarakan pelayanan 

telemedisin 

400 450 500 550 600 

RS yang siap dan 

mendukung pelayanan 

wisata medis 

IKK 16.3.6 Jumlah rumah sakit 

yang siap dan mendukung 

pelayanan wisata medis 

30 34 38 42 45 

Kabupaten/Kota yang 

memenuhi kebutuhan 

darah sesuai standar 

 

IKK 14.1.4 Persentase/Kabupaten 

Kota Memenuhi Standar 

Kebutuhan Darah di wilayahnya 

20 35 55 75 95 

Meningkatnya kolaborasi 

Puskesmas dan fasilitas 

pelayanan Kesehatan 

primer lainnya dalam 

pemberian layanan 

IKK.17.4.1. Persentase kab/kota 

yang melaksanakan redistribusi 

kepesertaan dari puskesmas ke 

FKTP Swasta 

100 - - - - 

Meningkatnya Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

IKD 33.1. Persentase Realisasi 

Anggaran Direktorat 

Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan (Direktif 

Pimpinan) 

96 % - - - - 

IKM 33.2. Nilai Kinerja Anggaran 

Capaian Kinerja Direktorat 

Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

92,35  - - - - 
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IKM 33.4. Persentase 

Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

BPK Yang Telah Tuntas di 

Tindaklanjuti Direktorat 

Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

95 % - - - - 

IKM 33.3. Indeks Kualitas SDM 

Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan 

81 

(Nilai) 

- - - - 

 

B. PERJANJIAN KINERJA 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

RI Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen 

pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang 

dikelolanya. 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja 

tahun 2025 mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 

2025-2029. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2025. 

Tabel Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 

Tahun 2024, sesuai Permenkes 13 Tahun 2022. 

Sasaran Kegiatan Indikator Target 
Tahun 2024 

Meningkatnya Kolaborasi 
Puskesmas dan Fasyankes Primer 
Lainnya dalam Pemberian 
Pelayanan 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan Redistribusi Kepesertaan dari 
Puskesmas ke FKTP Swasta 

100% 

 
 
 
Meningkatnya Dukungan 
Manajemen dan Pelaksanaan 
Tugas Teknis Lainnya 

Persentase realisasi anggaran Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer 

96% 

Persentase realisasi capaian kinerja Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer 

95% 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh 
Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer 

95% 

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer 

90 
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Meningkatnya Peran Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Primer Milik 
Swasta Dalam Pelayanan Program 
Prioritas Bagi Masyarat 

Persetase Puskesmas yang melakukan 
kolaborasi dengan FKTP lain dalam 
mendukung program prioritas 

80% 

 

Tabel Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target 

Tahun 2025 

 

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET 

2025 

Populasi direkrut untuk penyimpanan 

biobank 

IKK 31.1.1 Persentase populasi direkrut untuk 

penyimpanan biobank 

97 

Populasi yang menggunakan 

farmakogenomik 

IKK 31.1.2 Persentase populasi yang 

menggunakan farmakogenomik 

60 

RS yang sudah memiliki CRU sesuai 

standar 

IKK 32.2.1 Pertumbuhan RS yang sudah 

memiliki CRU sesuai standar 

43 

Peneliti di CRU RS Vertikal yang 

tersertifikasi GCP 

IKK 32.3.1 Jumlah Peneliti CRU di RS yang 

tersertifikasi GCP 

100 

Fasyankes yang menyelenggarakan 

pelayanan telemedisin 

IKK 16.3.1 Jumlah fasyankes yang 

menyelenggarakan pelayanan telemedisin 

400 

RS yang siap dan mendukung 

pelayanan wisata medis 

IKK 16.3.6 Jumlah rumah sakit yang siap dan 

mendukung pelayanan wisata medis 

30 

Kabupaten/Kota yang memenuhi 

kebutuhan darah sesuai standar 

 

IKK 14.1.4 Persentase/Kabupaten Kota 

Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di 

wilayahnya 

20 

Meningkatnya kolaborasi Puskesmas 

dan fasilitas pelayanan Kesehatan 

primer lainnya dalam pemberian 

layanan 

IKK.17.4.1. Persentase kab/kota yang 

melaksanakan redistribusi kepesertaan dari 

puskesmas ke FKTP Swasta 

100 

Meningkatnya Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya 

IKD 33.1. Persentase Realisasi Anggaran 

Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan (Direktif Pimpinan) 

96 % 

IKM 33.2. Nilai Kinerja Anggaran Capaian 

Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

92,35  

IKM 33.4. Persentase Rekomendasi Hasil 

Pemeriksaan BPK Yang Telah Tuntas di 

Tindaklanjuti Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan 

95 % 

IKM 33.3. Indeks Kualitas SDM Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

81 (Nilai) 
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C. PERENCANAAN DAN ANGGARAN 

Perencanaan dan Anggaran yang disiapkan dalam mendukung pencapaian indikator yang 

akan dicapai pada tahun 2025 sebagai berikut: 

Kode Indikator Kegiatan Yang Mendukung Indikator Anggaran 

2090.  Program Pelayanan Kesehatan dan JKN         13.367.040.000 

1 IKK 31.1.1 

Persentase populasi 

direkrut untuk 

penyimpanan biobank 

1. AEF.101 Advokasi dan sosialisasi 

pengembangan pelayanan kesehatan 

rujukan 

857.945.7000 

2. AFA.101- Pedoman Penyelenggaraan 

Pemanfaatan Teknologi Biomedis 

174.800.000 

2 IKK 31.1.2 

Persentase populasi 

yang menggunakan 

farmakogenomik 

1. PFA.101 - Pedoman Pelayanan Kedokteran 

Presisi 

64.000.000 

2. QDB.103 - Pendampingan Teknis dan 

Supervisi RS Penyelenggara Kedokteran 

Presisi 

114.140.000 

3. BDB.101 - Pendampingan teknis dan 

supervisi RS dalam pengembangan sel 

punca 

328.980.000 

4. ACD.101- Penilaian kesesuaian perizinan 

dan penetapan terkait biomedis dalam 

kewenangan pusat 

103.040.000 

5. AFA.102 - Pedoman Standar Usaha 

Pengelolaan dan Penyimpanan Sel/Sel 

Punca 

111.865.000 

6. BDB.103 -  Implementasi Pengolahan dan 

Penyimpanan Sel/ Sel Punca di Bank dan 

Lab sesuai standar 

139.900.000 

7. AFA.104 Pedoman standar usaha 

penyelenggaraan bank mata 

89.440.000 

8. FAE.103 Pemantauan Fasyankes yang 

Mengembangkan Pelayan Rujukan 

Berbasis Terapi Sesuai Standar 

104.140.000 

9. BDB.102 Implementasi pelayanan 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 

di fasyankes sesuai standar 

279.640.000 

3 IKK 16.3.1 Jumlah 

fasyankes yang 

menyelenggarakan 

pelayanan 

telemedisin 

1. FAE.101 - Monitoring dan evaluasi 

pengembangan pelayanan berbasis AI, 

robotik, telemedisin dan TRB 

160.743.000 

2. FAE.102- Bimbingan Teknis 

Pengembangan Pelayanan Berbasis AI dan 

Robotik 

118.700.000 

3. QDB.101-Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Terkait Pengembangan Pelayanan 

Telemedisin 

388.512.000 
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4. UAB.101- Pengembangan dan Integrasi 

Sistem Aplikasi Telemedisin 

259.165.000 

5. AFA.103 Pedoman penyelenggaraan 

pelayanan teknologi reproduksi berbantu 

98.125.000 

6. BIC.101 Bimbingan teknis dan supervisi 

terkait penyelenggaraan pelayanan 

teknologi reproduksi dengan bantuan 

61.675.000 

7. BDB.104 Pendampingan teknis RS 

penyelenggara pengembangan bedah 

robotik 

100.080.000 

4 IKK 16.3.6 Jumlah 

rumah sakit yang siap 

dan mendukung 

pelayanan wisata 

medis 

1. QDB.105 - Pendampingan Teknis dan 

Supervisi Rumah Sakit Penyelenggara 

Pelayanan Wisata Medis 

552.875.000 

2. PFA.102 - Permenkes tentang Pelayanan 

Wisata Medis  

40.950.000 

3. AFA.108 Petunjuk teknis pelayanan 

kesehatan dan evakuasi medis pada event 

nasional dan internasional 

35.990.000 

4. AFA.105 Pedoman penyelenggaraan 

pelayanan transplantasi organ dan/atau 

jaringan 

136.230.000 

5. AFA.106 Standar Pusat Diagnostik 51.750.000 

6. BDB.102 Implementasi pelayanan 

transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 

di fasyankes sesuai standar 

279.640.000 

7. BAH.101 Pelayanan kesehatan yang 

terstandar pada event nasional dan 

internasional 

234.114.000 

8. FAE.104 – Monitoring dan evaluasi 

penunjang pelayanan kesehatan rujukan 

195.740.000 

9. FBA.101 - Pembinaan Wilayah dalam 

rangka Implementasi Transformasi 

Kesehatan 

855.000.000 

5 IKK 14.1.4 

Persentase 

Kabupaten/Kota 

Memenuhi Standar 

Kebutuhan Darah di 

wilayahnya 

1. BDB.105 - Implementasi Pelayanan Darah 

di Fasilitas pelayanan kesehatan Sesuai 

Standar 

176.063.000 

2. 2090.AFA.107-Pedoman penyelenggaraan 

pelayanan darah 

184.026.000 

6 IKK 32.2.1 

Pertumbuhan RS 

yang sudah memiliki 

CRU sesuai standar 

 

 

1. QDB.106.107 - Pendampingan dan 

Pembinaan CRU Rumah Sakit => BB 

Binomika 

 

2. QDB.102 -Layanan Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Nasional 

211.600.000 

3. QDB.104 - Pendampingan Teknis dan 

Supervisi RS Penyelenggara Penelitian Klinik 

185.800.000 
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7 IKK 32.3.1 Jumlah 

Peneliti CRU di RS 

yang tersertifikasi 

GCP 

BB BINOMIKA 

Worskshop Good Clinical Practice untu 

796.618.000 

4813 Program Dukungan Manajemen    515.862.000  

  EBA.962. Layanan Umum 486.147.000 

  EBC.954. Layanan Manajemen SDM 29.715.000 

 

D. SUMBER DAYA MANUSIA  

Sumber daya manusia yang berada pada Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan pada tahun 2025 sebanyak 65 orang dengan rincian 57 orang PNS, dan 5 orang P3K 

dan 3 orang OS. Adapun gambaran distribusi tenaga di Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan menurut jabatan, golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana 

uraian berikut: 

○ Jabatan :  

 Direktur :  1 orang 

 Kepala Subbagian Administrasi Umum :  1 orang 

 Analis Kebijakan :  8 orang 

 Administrator Kesehatan  :  34 orang 

 Analis Pengelolaan Keuangan APBN :  3 orang 

 Pranata Keuangan APBN :  1 orang 

 Pengelola Barang :  1 orang 

 Arsiparis :  4 orang 

 Perencana :  4 orang 

 Jabatan Fungsional Umum (JFU) :  9 orang 

 Pemelihara Sarpras/Pramubakti :  4 orang 

 Pengemudi :  1 orang 

 

○ Golongan : 

 Golongan IV :  9 orang  

 Golongan III :  48 orang 

 Golongan II :  3 orang 

 Golongan IX :  3 orang 

 Golongan V (PPPK) :  2 orang 

 

○ Pendidikan :  

 SMA/SMEA :  4 orang 

 DIII  :  3 orang 

 S1  :  45 orang 

 S2  :  13 orang 

 

○ Jenis Kelamin : 

 Wanita :  48 orang  

 Pria  :  17 oran
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan Tahun 2025–2029 sesuai Permenkes 12 Tahun 2025, untuk pengukuran kinerja 

yang dilakukan menggunakan Permenkes 12 tahun 2025.  Sedangkan untuk pengukuran 

kinerja tahun ke-1 (pertama) belum bisa membandingkan dengan  capaian tahun 

sebelumnya, karena indikator tahun 2025 adalah pelaksanaan Rencana Strategis dan 

pelaksanaan indikator baru yang dimulai pada tahun 2025 sesuai Permenkes 12 tahun 2025. 

Selain untuk mendapat informasi mengenai masing-masing indikator, pengukuran kinerja ini 

juga dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan pada masa awal Renstra 2025-2029. 

Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak 

internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen 

khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau 

target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini diperlukan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Januari – 

Desember 2025.  

 

Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Untuk mendukung peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, maka 

sasaran kegiatan Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan berbeda-beda 

sesuai dengan indikator yang menjadi ampuan Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan yaitu 8 (delapan) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan, Ditjen Kesehatan Lanjutan Semester II Tahun 2025 
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Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2025 

● IKK 31.1.1 Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank 

Indikator ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan 

kedokteran presisi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan 

pemanfaatan teknologi Kesehatan, salah satunya meliputi pemanfaatan teknologi biomedis. 

Pemanfaatan teknologi biomedis tersebut dilaksanakan mulai dari kegiatan pengambilan, 

penyimpanan jangka panjang, serta pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk 

spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, dan data terkait yang ditujukan untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan pelayanan kesehatan, termasuk 

pelayanan kedokteran presisi. 

 

Untuk mendorong implementasi kedokteran presisi (precision medicine) dalam layanan 

kesehatan bagi masyarakat dikembangkan program Biomedical Genome Science Initiative 

(BGSi). Dalam implementasinya, kegiatan BGSi diantaranya bertujuan untuk mengumpulkan, 

menyimpan dan mengelola spesimen yang berasal dari pasien dan masyarakat umum 

penduduk Indonesia dalam fasilitas biobank. Rekrutmen tersebut menghasilkan data yang 

akan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan kedokteran presisi. Setiap tahunnya 

terdapat target rekrutmen untuk pengambilan dan penyimpanan sampel, dimana target untuk 

tahun 2025 adalah 10.000 partisipan. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi salah satu 

upaya penting dalam mewujudkan implementasi kedokteran presisi bagi masyarakat 

Indonesia. 

a. Definisi Operasional 

Persentase populasi direkrut untuk diambil sampelnya dan data sampel disimpan dalam 

Biobank melalui BGSI. 

 

b. Cara Perhitungan (rumus) 

Jumlah individu beserta sampel dan datanya dikumpulkan dan disimpan di Biobank dibagi 

target tahunan populasi yang direkrut dikali 100%. 

 

c. Penjelasan: 

Numerator: jumlah individu beserta sampel dan datanya dikumpulkan dan disimpan di 

Biobank  

Denominator: target tahunan populasi yang direkrut  

Data capaian diambil dari data rutin program BGSi, yaitu data total partisipan. 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Program BGSi mendorong pengembangan dan implementasi pelayanan kesehatan 

berbasis kedokteran presisi. Program ini melibatkan Balai Besar Biomedis dan Genomika 

Kesehatan, koordinator Hubs yaitu RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta 

sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit metabolik, Rumah Sakit Kanker Dharmais 

Jakarta sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit kanker, Rumah Sakit Penyakit Infeksi 

Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit infeksi, 

RSUP Persahabatan sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit infeksi, Rumah Sakit 

Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagai Koordinator Hub di 

bidang penyakit pada otak dan neurodegeneratif, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 
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Darah Harapan Kita sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit jantung dan pembuluh 

darah, serta RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai Koordinator Hub di bidang penyakit 

langka, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita sebagai Koordinator Hub di bidang 

kesehatan ibu dan anak, RSUP Prof dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar sebagai Koordinator 

Hub di bidang Aging, Nutrition and Wellness, dan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki 

Mahdi Bogor sebagai Koordinator Hub di bidang kesehatan jiwa. Disamping itu, 

penyelenggaraan BGSi juga melibatkan jejaring Koordinator Hub baik berupa Spoke, 

Satelit, atau jejaring lab lainnya.  

Salah satu tahapan dalam program BGSi adalah rekrutmen partisipan yang 

dilaksanakan oleh Koordinator Hub dan jejaringnya untuk populasi dengan karakteristik 

tertentu, serta oleh BB Binomika untuk populasi umum. Sampel dari tiap partisipan 

selanjutnya disimpan di biobank yang terdapat di tiap koordinator hub dan biobank sentral 

di BB Binomika. Data yang disimpan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan 

penelitian biomedis dan pengembangan pelayanan kesehatan. Diluar konteks program 

BGSi, biobank dapat dibentuk untuk menyelenggarakan penyimpanan material jangka 

panjang. Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut diselenggarakan 

secara berkolaborasi antara Direktorat PPKR, Balai Besar Biomedis dan Genomika serta 

hubs BGSi (10 Rumah Sakit vertikal) dengan sumber anggaran masing-masing. Adapun 

kegiatan di lingkup Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi 

mulai dari perumusan kebijakan, penyiapan penyusunan NSPK, fasilitasi, pendampingan, 

serta monitoring evaluasi.  

 

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target 

1) Pedoman Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Biomedis 

a) Pedoman Penyelenggaraan dan Mekanisme Penetapan 

Biobank/Biorepository 

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 

terdapat amanat tentang pemanfaatan teknologi kesehatan yang meliputi 

teknologi biomedis, teknologi informasi dalam SIKN, dan teknologi lainnya. 

Pemanfaatan teknologi biomedis dilaksanakan mulai dari kegiatan 

pengambilan, penyimpanan jangka panjang, serta pengelolaan dan 

pemanfaatan material dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi, 

muatan informasi, dan data terkait yang ditujukan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kesehatan dan pelayanan kesehatan. Salah 

satu bentuk pemanfaatan teknologi biomedis adalah penyimpanan Material 

dalam jangka panjang di institusi biobank atau biorepository. Konsep ini 

masih terbilang baru di Indonesia dan belum memiliki sistem manajerial 

maupun operasional yang terstandarisasi. Hal ini dikarenakan belum ada 

kebijakan yang jelas dan spesifik dari pemerintah dalam rangka pembinaan 

dan pengawasan pihak yang terlibat. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 

penyusunan pedoman penyelenggaraan biobank/biorepository yang 

meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, infrastruktur, 

persyaratan prasarana dan peralatan, pengambilan material, penyimpanan 

material, pengelolaan material, pelabelan, dokumentasi, pelacakan 

material, mekanisme akses dan penggunaan material, pemusnahan 

material, manajemen risiko, biosafety dan biosecurity, etika, hukum, dan 

sosial, perjanjian pengalihan dan penggunaan material, sistem manajemen 
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mutu, transportasi dan pengiriman material, pencatatan dan pelaporan, 

serta mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pedoman ini menjadi acuan 

dalam penetapan biobank/biorepository yang telah ada serta acuan dalam 

pengembangan biobank/biorepository kedepan.  

  

 

b) Pedoman Pengalihan dan penggunaan Material 

Dalam mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan 

pengkajian,dapat dilakukan pengalihan dan penggunaan material dalam 

bentuk spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, dan/atau data 

ke luar dan ke dalam wilayah Indonesia serta antarwilayah di Indonesia. 

Proses pengalihan material juga dapat digunakan untuk pelayanan 

kesehatan. Upaya ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi 

biomedis sesuai amanat yang tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 

dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Pengalihan dan penggunaan Material, 

Muatan Informasi, dan/atau Data ke luar wilayah Indonesia harus dilengkapi 

Material Transfer Agreement (MTA) atau Perjanjian Alih Material antara 

lembaga pengirim dan lembaga penerima yang disusun berdasarkan asas 

kesetaraan dan keadilan. Setiap Material yang keluar atau masuk melalui 

pintu negara harus dilakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan 

faktor risiko kesehatan oleh petugas karantina kesehatan berkoordinasi 

dengan petugas yang memeriksa keluar/masuk barang di pintu 

masuk/keluar negara. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun pedoman 

yang bersifat teknis sebagai turunan dari Permenkes substansi pengalihan 

dan penggunaan material yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. 

  

 

c) Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sel dan/atau Sel Punca 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan telah 

mendorong pemanfaatan sel dan/atau sel punca sebagai salah satu 
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pendekatan utama dalam regenerative medicine. Berbagai jenis sel punca, 

seperti embryonic stem cells, mesenchymal stem cells, umbilical cord stem 

cells, hingga induced pluripotent stem cells, memiliki potensi besar dalam 

regenerasi jaringan dan pemulihan fungsi organ. 

Seiring meningkatnya pemanfaatan terapi sel dan/atau sel punca, 

diperlukan pedoman penyelenggaraan pelayanan yang mengatur standar 

layanan terapi secara komprehensif untuk menjamin aspek mutu, 

keamanan, dan etika. Pedoman ini menjadi landasan bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam pengelolaan sel, mulai dari pengambilan 

hingga pemanfaatan klinik. 

Selain itu, penguatan sistem biobank melalui peningkatan rekrutmen 

populasi untuk penyimpanan sel menjadi faktor penting dalam menjamin 

keberlanjutan layanan terapi. Oleh karena itu, pedoman penyelenggaraan 

pelayanan sel dan/atau sel punca disusun untuk mendukung pencapaian 

indikator, serta memperkuat penyelenggaraan layanan terapi sel dan/atau 

sel punca yang aman dan bermutu. 

  

 

2) Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan memiliki tugas melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi 

program, salah satunya melalui kegiatan Advokasi dan Sosialisasi 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan yang mencakup sosialisasi 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), pentingnya pencegahan penyakit 

jantung, stroke, kanker, dan ginjal, serta penguatan pelayanan kesehatan 

rujukan yang terintegrasi di rumah sakit dan didukung sistem informasi 

kesehatan nasional. Kegiatan ini mendukung dua pilar transformasi kesehatan, 

yaitu transformasi layanan rujukan dan transformasi teknologi kesehatan, 

sekaligus berkontribusi pada pencapaian RPJMN Bidang Kesehatan Tahun 

2025–2029 melalui peningkatan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap 

kedokteran presisi dengan harapan meningkatkan akses dan utilisasi terhadap 

kemajuan teknologi kesehatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui bekerja 

sama dengan mitra di 32 lokus terpilih dengan sasaran masyarakat umum. 

Selain itu juga dilakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi terhadap 

kegiatan donor darah guna memenuhi kebutuhan minimal 2% dari jumlah 

penduduk di setiap daerah. 
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f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator adalah sebanyak 97%. Pencapaian target kinerja tahun 

2025, adalah 98% yang dicapai melalui rekrutmen sebanyak 9.823 dari target sebanyak 

10.000.  

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Berdasarkan capaian tahun 2025, penyelenggaraan rekrutmen partisipan untuk 

penyimpanan biobank dalam program BGSI telah tercapai melampaui target yang 

ditetapkan, yaitu 98% dari 97% (101%).  

 

h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator 

Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank: 

No Indikator Target 

2025 

Realisasi TA 

2025 

Capaian II TA 

2025 

1 Persentase populasi 

direkrut untuk 

penyimpanan biobank 

97 % 98% 101% 

Target 2025 sebesar 97% dan realisasi tahun 2025 sebesar 98%. Realisasi tersebut 

diperoleh dari jumlah individu beserta sampel dan datanya dikumpulkan dan disimpan di 

Biobank dibagi target tahunan populasi yang direkrut dikali 100%.  

 

i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Realisasi indikator Persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank tidak dapat 

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya karena merupakan indikator 

baru pada Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029. 

 

j. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target  jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, saat ini 

indikator masih dalam awal periode Renstra sehingga untuk membandingkan dengan 

jangka menengah membutuhkan data di tahun selanjutnya 
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Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II 

TA 2025 
2025 2026 2027 2028 2029 

Persentase 

populasi direkrut 

untuk 

penyimpanan 

biobank 

97 % 97% 100% 100% 100% 98% 101% 

 

Realisasi kinerja pada semester II tahun 2025 sebesar 98% sudah mencapai target yang 

ditetapkan yaitu 97%. Secara kumulatif, capaian kinerja pada semester II tahun 2025 

telah mencapai 101%.  

 

k. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, 

karena tidak terdapat standar nasional.  

 

l. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan  kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. 

Analisis melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats).  

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

Bagian dari 

program prioritas 

nasional (BGSi) 

Kapasitas dan 

beban RS 

Koordinator Hubs 

bervariasi  

Potensi penyediaan 

data genomik serta 

kolaborasi riset 

tingkat global 

Isu pelindungan data 

di tingkat masyarakat 

yang memengaruhi 

proses rekrutmen 

Peran BB Binomika 

dan Jejaring Hubs 

BGSi 

 

Biaya operasional 

yang tinggi dalam 

pengelolaan dan 

penyimpanan 

sampel  

Data dapat menjadi 

dasar implementasi 

kedokteran presisi 

dalam pelayanan 

kesehatan di 

Indonesia 

Partisipasi RSUD 

untuk terlibat dalam 

jejaring koordinator 

Hubs belum optimal  

 

 

m.  Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien tidak hanya memastikan 

penggunaan anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan 
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pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara 

efisien, organisasi dapat mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan 

waktu yang lebih singkat, sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini 

Pagu dan Realisasi atas KRO yang mendukung pencapaian indikator Persentase 

populasi direkrut untuk penyimpanan biobank:  

 

Kegiatan Pagu Awal Blokir Pagu Tersedia Total Realisasi 

Pedoman 

Pengalihan dan 

Penggunaan 

Material 

Rp52.999.000 - Rp52.999.000 Rp52.933.300 

(99,88%) 

Pedoman 

Penyelenggaraan 

Biobank dan /atau 

Biorepository 

Rp57.801.000 - Rp57.801.000 Rp44.666.200 

(77,28%) 

Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Sel 

dan/atau Sel Punca 

Rp64.000.000 - Rp64.000.000 Rp62.640.000 

(97,88%) 

Advokasi dan 

Sosialisasi 

Pengembangan 

Pelayanan 

Kesehatan Rujukan 

Rp8.579.457.000 - Rp8.579.457.000 Rp8.263.547.725 

(96,32%) 

 

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pencapaian indikator Persentase 

populasi direkrut untuk penyimpanan biobank adalah Rp8.754.257.000. Dengan jumlah 

anggaran tersebut, dilakukan alternatif yang lebih efisien, penyesuaian pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan adalah: 

• Melakukan pembinaan teknis secara daring; 

• Melakukan pembahasan NSPK secara daring. 

 

n. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian penyataan kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja, berikut kegiatan yang sudah dilakukan dalam menunjang 

pencapaian indikator kinerja persentase populasi direkrut untuk penyimpanan biobank: 

• Melaksanakan penyusunan NSPK sebagai acuan penyelenggaraan pemanfaatan 

teknologi biomedis yaitu penyimpanan dan pengelolaan serta pengalihan dan 

penggunaan material. 

• Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar direktorat, unit pelaksana teknis yaitu Balai 

Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan serta RS koordinator hubs untuk 

mengoptimalkan rekrutmen partisipan. 
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o. Permasalahan 

Meskipun secara umum target rekrutmen telah tercapai, terdapat kendala secara umum 

yaitu tingkat rekrutmen relatif lebih rendah tahun ini karena ada efisiensi anggaran di 

Rumah Sakit Hubs maupun di BB Binomika. Di samping itu, terdapat rumah sakit yang 

mengalami kendala dalam melakukan rekrutmen partisipan dikarenakan:  

• Partisipan merasa belum mendapatkan manfaat langsung 

• Isu pelindungan/keamanan data genetika  

 

p. Pemecahan Masalah  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: 

• Peningkatan kapasitas Dokter Penanggung Jawab Pelayanan  dalam pengembalian 

hasil pemeriksaan genetika 

• Memfasilitasi koordinasi RS hubs BGSi dengan RS yang tertarik untuk bergabung 

dalam jejaring koordinator hub. 

• Penyediaan flyer, manual book dan FAQ untuk konfirmasi keamanan data oleh pasien 

● IKK 31.1.2 Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik 

Indikator ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan 

kedokteran presisi. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan 

pelayanan kedokteran presisi sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi biomedis. 

Salah satu upaya terobosan yang dilakukan adalah inisiatif Biomedical Genome-based 

Science Initiative (BGSI) yang dikembangkan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2022. 

Pendekatan pelayanan kedokteran presisi melalui program BGSi tersebut diharapkan 

dapat menjadi contoh praktik terbaik bagi fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang akan 

menerapkan pelayanan kedokteran presisi.  

Melalui program BGSI, Kementerian Kesehatan turut mengembangkan kapasitas 

nasional dalam memanfaatkan teknologi sekuensing (targeted dan whole genome 

sequencing) dan mengembangkan sistem data dan informasi yang memungkinkan analisis 

kesehatan yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan data demografis, klinis, 

genomik, serta omiks lainnya.  Tiap partisipan berpotensi untuk menerima manfaat dari 

BGSI ini baik dari pihak BB Binomika dalam bentuk informasi farmakogenomik, serta dari 

Koordinator Hub dan Jejaring Koordinator Hub dalam bentuk laporan interpretasi hasil 

layanan genomik yang dikembangkan Koordinator Hub dan Spoke, rekomendasi atau 

layanan kesehatan lainnya. Capaian indikator Persentase populasi yang menggunakan 

farmakogenomik menjadi salah satu upaya penting dalam mewujudkan implementasi 

kedokteran presisi bagi masyarakat Indonesia. 

 

a. Definisi Operasional 

Persentase populasi yang telah berpartisipasi dalam penyetoran sampel di Biobank BGSI 

dan dilakukan pengujian sampel untuk penggunaan farmakogenomik melalui hasil 

individu mereka (populasi Biobank adalah penduduk yang berpartisipasi dalam program 

BGSI, sudah diambil sampelnya dan data sampel tersimpan dalam sistem informasi 

BGSI)  

b. Cara Perhitungan (rumus) 
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Jumlah individu dengan data farmakogenomiknya tersedia di SatuDNA dibagi jumlah 

individu yang telah dilakukan analisis sekunder dikali 100%. 

c. Penjelasan: 

Numerator: Jumlah individu dengan data farmakogenomiknya tersedia di SatuDNA 

Denominator: jumlah individu yang telah dilakukan analisis sekunder 

Data capaian diambil dari data rutin program 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Melalui pipeline analisis yang dikembangkan, sampel partisipan yang direkrut dan 

disimpan di biobank selanjutnya dilakukan analisis untuk menghasilkan data 

farmakogenomik. Karenanya, dengan informasi genomik dan klinis yang dikelola BGSI, 

dokter dapat merancang terapi yang lebih efektif berdasarkan profil genetik pasien, 

meningkatkan respons terhadap pengobatan dan menghindari pemakai obat yang efek 

sampingnya signifikan untuk genetik pasien tersebut  

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut diselenggarakan secara 

berkolaborasi antara Direktorat PPKR, Balai Besar Biomedis dan Genomika serta hubs 

BGSi (10 Rumah Sakit vertikal) dengan sumber anggaran masing-masing. Adapun 

kegiatan di lingkup Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan meliputi 

perumusan kebijakan, penyiapan penyusunan NSPK, fasilitasi, pendampingan, 

monitoring evaluasi serta implementasi penyelenggaraan layanan.  

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target 

1) Pedoman Pelayanan Kedokteran Presisi 

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan 

kedokteran presisi hanya dapat dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

setelah mendapatkan izin Menteri dan tata cara mendapatkan izin tersebut 

diamanahkan diatur melalui Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri 

Kesehatan sebagai wujud amanah tata cara mendapatkan izin tersebut telah 

disusun. Selanjutnya, melalui kegiatan ini dilakukan penyusunan standar perizinan 

penyelenggaraan pelayanan kedokteran presisi sebagai acuan bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam mengembangkan pelayanan kedokteran presisi. 

  

 

2) Pendampingan Teknis RS Penyelenggara Kedokteran Presisi 

Kegiatan pendampingan teknis Rumah Sakit Penyelenggara Kedokteran Presisi 

meliputi: kegiatan koordinasi, workshop dan bimbingan teknis. Kegiatan koordinasi 
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dilaksanakan untuk membahas isu terkini serta persiapan kegiatan workshop. 

Adapun kegiatan workshop dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas RS 

dalam Penyelenggaraan Kedokteran Presisi. Tema workshop tahun 2025 adalah 

Replikasi Pelayanan Kedokteran Presisi untuk Kesehatan Masyarakat, mengundang 

RS Kementerian Kesehatan, seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan RSUD Provinsi 

serta laboratorium medis utama di tingkat provinsi. Melalui sharing experience 

pelayanan kedokteran presisi berbasis PCR (NeuroPrecise) oleh RS pengampu 

(RSPON) serta laboratorium penyelenggara pemeriksaan dan analisis genetika 

diharapkan pelayanan dapat direplikasi oleh RS lainnya.  

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan bersama Balai Besar Biomedis dan 

Genomika Kesehatan. Kegiatan ditujukan untuk melihat progres pelaksanaan BGSi 

dan mengidentifikasi perkembangan, isu maupun kendala yang dapat menghambat 

proses penerapan kegiatan BGSi di 10 RS koordinator hubs. Kegiatan bimbingan 

teknis juga dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan 

kedokteran presisi yang telah diselenggarakan di RS. Kegiatan ini merupakan bentuk 

implementasi tugas dan fungsi direktorat untuk memberikan bimbingan teknis dan 

supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan 

pelayanan kesehatan rujukan. 

  

 

3) Penetapan Perizinan Biomedis 

Sesuai amanah UU No. 17 Tahun 2023 dan PP No. 28 Tahun 2024, terdapat 

beberapa fasilitas penyelenggara teknologi biomedis membutuhkan izin maupun 

penetapan Menteri. Fasilitas tersebut adalah biobank dan/atau biorepositori, 

fasyankes penyelenggara pelayanan kedokteran presisi serta laboratorium 

penyelenggara pemeriksaan dan analisis genetika. Mekanisme perizinan fasilitas 

dan institusi tersebut melalui OSS maupun penetapan Menteri. Saat ini perizinan 

fasyankes penyelenggara pelayanan kedokteran presisi serta laboratorium 

penyelenggara pemeriksaan dan analisis genetika berproses melalui sistem Online 

Single Submission (OSS) milik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/ 

Kementerian investasi. Sementara biobank dan/atau biorepositori dan 

penyelenggaraan pelayanan kedokteran presisi melalui diajukan kepada 

Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan penetapan Menteri. Melalui kegiatan 

penetapan perizinan biomedis, diidentifikasi kesiapan fasilitas-fasilitas tersebut 

dalam menyelenggarakan pelayanan. 
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4) Pedoman Standar Usaha Pengelolaan dan Penyimpanan Sel dan/atau Sel Punca 

Pengembangan usaha pengelolaan dan penyimpanan sel dan/atau sel punca 

memerlukan standar yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten untuk 

menjamin mutu, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Sejalan dengan terbitnya 

Permenkes Nomor 11 Tahun 2025, diperlukan Pedoman Standar Usaha sebagai 

acuan operasional, verifikasi, dan pembinaan bagi pelaku usaha laboratorium 

pengelolaan sel dan/atau sel punca serta bank sel dan/atau sel punca. 

Selain mendukung layanan terapi berbasis sel, pengelolaan dan penyimpanan 

sel yang terstandar berperan strategis dalam penguatan layanan kedokteran presisi, 

khususnya farmakogenomik, yang memerlukan spesimen biologis dan data genomik 

yang dikelola secara bermutu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pedoman ini 

disusun untuk memperkuat tata kelola usaha sekaligus mendukung pencapaian 

indikator. 

  

 

5) Pendampingan Teknis RS dalam Pengembangan Sel Punca dan Sel 

Perkembangan pelayanan sel dan/atau sel punca di fasilitas pelayanan 

kesehatan, khususnya rumah sakit, berlangsung pesat seiring besarnya potensi 

terapi sel punca dalam mentransformasi layanan kesehatan dan memberikan 

alternatif pengobatan bagi pasien dengan pilihan terapi terbatas. Kondisi ini 

memerlukan pendampingan teknis yang terstruktur untuk memastikan 

pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan sel dan/atau sel punca berjalan 

sesuai standar, aman, dan berbasis bukti ilmiah. 

Pendampingan teknis rumah sakit dalam pengembangan sel punca dan sel 

menjadi instrumen penting dalam koordinasi, pembinaan, serta evaluasi terhadap 

fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara layanan tersebut. Melalui 
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pendampingan dan supervisi yang berkelanjutan, diharapkan rumah sakit mampu 

memberikan pelayanan yang terstandar, menjadi dasar pengembangan intervensi 

terapi baru, serta mendukung perumusan kebijakan berbasis data. 

Selain itu, pengembangan pelayanan sel dan/atau sel punca yang terstandar 

berkontribusi dalam penguatan layanan kedokteran presisi, termasuk pemanfaatan 

farmakogenomik. Dengan tersedianya layanan yang bermutu dan terintegrasi, 

pendampingan teknis ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pemanfaatan 

farmakogenomik di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga mendukung pencapaian 

indikator. 

  

 

6) Implementasi Pengolahan dan Penyimpanan Sel dan/atau Sel Punca di Bank dan 

Laboratorium sesuai Standar 

Pengolahan dan penyimpanan sel dan/atau sel punca merupakan tahapan 

krusial yang harus dilaksanakan sesuai standar di laboratorium pengolahan sel 

dan/atau sel punca dan bank sel dan/atau sel punca yang memiliki izin serta 

sertifikasi dari Kementerian Kesehatan dan/atau BPOM, guna menjamin mutu, 

keamanan, dan efektivitas sel sejak proses pengumpulan hingga distribusi. Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pelayanan 

sel dan sel punca merupakan upaya kesehatan untuk tujuan penyembuhan penyakit 

dan pemulihan kesehatan. 

Namun, implementasi pelayanan sel dan/atau sel punca masih menghadapi 

berbagai tantangan, antara lain keterbatasan pemahaman masyarakat dan pelaku 

usaha, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana, tingginya biaya terapi, serta 

kebutuhan akan penguatan regulasi dan tata kelola. Keberhasilan pengelolaan dan 

penyimpanan sel dan/atau sel punca sangat bergantung pada ketersediaan sel, 

sumber daya manusia, pendanaan, metode, serta penerapan standar yang konsisten 

di laboratorium dan bank. 

Oleh karena itu, implementasi pengolahan dan penyimpanan sel dan/atau sel 

punca sesuai standar menjadi penting tidak hanya untuk menjamin kualitas layanan, 

tetapi juga untuk mendukung pengembangan layanan kedokteran presisi, termasuk 

farmakogenomik. Penerapan standar yang baik di bank dan laboratorium diharapkan 

dapat meningkatkan pemanfaatan data biologis dan genomik secara aman dan 

bermutu, sehingga berkontribusi terhadap pencapaian indikator. 
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7) Pemantauan Fasyankes yang Mengembangkan Pelayanan Rujukan Berbasis Terapi 

sesuai Standar 

Pemantauan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang mengembangkan 

pelayanan rujukan berbasis terapi sesuai standar merupakan bagian penting dalam 

pengelolaan sistem kesehatan untuk menjamin mutu, keselamatan pasien, dan 

akuntabilitas layanan kesehatan lanjutan. Kegiatan pemantauan dilakukan untuk 

memastikan kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan pedoman yang ditetapkan, 

melakukan identifikasi dini terhadap potensi permasalahan, serta menilai dampak 

kebijakan terhadap pasien dan sistem kesehatan secara keseluruhan. 

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, pemantauan 

kesesuaian menjadi instrumen strategis dalam menyediakan data dan bukti yang 

diperlukan untuk penyesuaian kebijakan dan prosedur guna meningkatkan efektivitas 

pelayanan rujukan berbasis terapi, termasuk pelayanan darah, transplantasi organ 

dan/atau jaringan, serta pelayanan sel dan/atau sel punca di rumah sakit, bank mata, 

bank sel, dan laboratorium terkait. 

Selain menjamin kepatuhan terhadap standar, pemantauan fasyankes 

berkontribusi dalam penguatan layanan kedokteran presisi melalui integrasi layanan 

terapi lanjutan dengan pemanfaatan data biologis dan genomik. Dengan 

terselenggaranya pelayanan rujukan berbasis terapi yang bermutu dan terstandar, 

diharapkan pemanfaatan farmakogenomik di fasilitas pelayanan kesehatan dapat 

meningkat, sehingga mendukung pencapaian indikator tersebut. 
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8) Implementasi pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh di fasyankes 

sesuai standar 

Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh merupakan salah satu kemajuan 

penting dalam dunia medis karena memberikan harapan baru bagi pasien dengan 

kegagalan organ tahap akhir. Tindakan ini menjadi pilihan pengobatan yang dapat 

menyelamatkan dan memperpanjang hidup pasien yang sebelumnya memiliki pilihan 

terapi yang sangat terbatas. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi kedokteran, serta meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan, prosedur 

transplantasi kini dapat dilakukan dengan lebih aman dan terencana. Hal tersebut 

berdampak pada peningkatan kualitas hidup pasien dan mendukung terwujudnya 

pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan bermutu. 

Transplantasi organ dan/ atau jaringan merupakan tindakan pemindahan organ 

dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.  

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kesehatan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, transplantasi organ dan/ atau jaringan 

dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dan hanya 

untuk tujuan kemanusiaan. Implementasi pelayanan transplantasi organ dan/atau 

jaringan tubuh di rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

melalui pemenuhan persyaratan perizinan, sarana prasarana, peralatan, serta 

sumber daya manusia yang kompeten, disertai penerapan tata kelola 

penyelenggaraan yang menjamin keselamatan pasien, etika, dan mutu pelayanan.  

Penyelenggaraan pelayanan ini perlu didukung oleh standar operasional 

prosedur yang komprehensif, sistem rujukan yang terintegrasi, serta mekanisme 

pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan SIKNSelain itu, pelaksanaan 

transplantasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan 

standar dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Berdasarkan data 

perizinan Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan per Desember 

2025, pelayanan transplantasi organ di Indonesia telah diselenggarakan oleh 22 

rumah sakit penyelenggara transplantasi ginjal, 4 rumah sakit penyelenggara 

transplantasi hati, 1 rumah sakit penyelenggara transplantasi paru, dan 1 rumah sakit 

penyelenggara transplantasi jantung. 
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9) Pedoman standar usaha penyelenggaraan bank mata 

Bank Mata merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang bersifat 

nirlaba untuk menyelenggarakan seluruh proses pengelolaan jaringan mata berupa 

kornea, sklera, dan jaringan lain dari mata yang bermutu terutama untuk pelayanan 

transplantasi kornea (keratoplasti). Dalam menjalankan tugasnya, bank mata  

menyelenggarakan fungsi pengerahan donor; pendaftaran calon donor dan calon 

resipien; seleksi donor melalui pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan 

fisik dan laboratorium; pengambilan jaringan kornea dan atau sklera dan 

penyimpanan sementara serta pemulihan estetik donor; pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pelabelan dan sterilisasi jaringan, dan pemeliharaan; pengendalian 

mutu jaringan dari organ mata; pendistribusian jaringan;  pencatatan dan 

pendokumentasian; pendidikan dan pelatihan; serta penelitian dan pengembangan.  

Dalam penyelenggaraan bank mata diperlukan suatu acuan bagi fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam melaksanakan kegiatan pengambilan, pengelolaan, 

penyimpanan, dan pendistribusian jaringan mata secara aman, bermutu, dan 

beretika. Pedoman ini menetapkan persyaratan perizinan, kelembagaan, sarana 

prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta tata kelola yang harus dipenuhi 

guna menjamin mutu jaringan mata, serta menekankan penerapan standar 

operasional prosedur, sistem pencatatan dan pelaporan yang akuntabel. 

Implementasi pedoman standar usaha ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola 

penyelenggaraan bank mata, mendukung keberlanjutan layanan transplantasi 

jaringan mata, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan mata 

bagi masyarakat. Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,  memasuki 

babak baru penyederhanaan regulasi yang semakin memperkuat kepastian 

berusaha dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di sektor kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025, hadir sebagai aturan pelaksana 

dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, memperkuat implementasi 

perizinan berusaha berbasis risiko di sektor kesehatan.  

Penyusunan pedoman Bank Mata merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

agar pengambilan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi jaringan mata sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan praktik terbaik internasional. Kegiatan 

yang dilaksanakan berupa pertemuan dan diskusi teknis bersama para pakar, 

organisasi profesi, dan perwakilan fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk 

menyelaraskan substansi regulasi dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan 

di lapangan. Selain itu, proses ini juga mengidentifikasi kebutuhan standarisasi, 

mekanisme perizinan, tata kelola SDM, sarana prasarana, serta integrasi pencatatan 

dan pelaporan melalui Sistem Informasi Transplantasi yang terintegrasi dengan 

SIKN. Pertemuan Koordinasi yang dilakukan secara daring dan luring. Penyusunan 

Pedoman yang dilakukan secara daring dan luring (fullday di Jakarta) dengaan 

mengundang pakar sehingga mendapatkan masukan secara komprehensif. 
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f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator adalah sebanyak 60%, adapun pencapaian target 

kinerja adalah 50% yaitu jumlah individu dengan data farmakogenomiknya tersedia di 

SatuDNA sebanyak 7.386 data dari 14.871 data yang telah selesai dilakukan analisis 

sekunder.  

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase populasi yang telah berpartisipasi 

dalam penyetoran sampel dan telah dilakukan analisis sekunder dalam program BGSI 

belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu 50% dari 60% atau 83% dari target.  

 

h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja semester II tahun 2025 

untuk indikator Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik: 

No Indikator Target 

2025 

Realisasi TA 

2025 

Capaian II TA 

2025 

1 Persentase populasi 

yang menggunakan 

farmakogenomik 

60% 50% 83% 

 

Target 2025 sebesar 60% dan realisasi tahun 2025 sebesar 50%. Realisasi tersebut 

diperoleh dari jumlah individu dengan data farmakogenomiknya tersedia di SatuDNA 

dibagi jumlah individu yang telah dilakukan analisis sekunder dikali 100%. Realisasi 

capaian belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan langkah-

langkah strategis untuk dapat memperbaiki dan mewujudkan capaian di tahun-tahun 

berikutnya. 
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i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya karena merupakan indikator baru pada Renstra Kemenkes Tahun 2025-

2029. 

 

j. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka, saat ini indikator 

masih dalam periode awal renstra sehingga untuk membandingkan dengan jangka 

menengah membutuhkan data di tahun selanjutnya: 

Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II 

TA 2025 
2025 2026 2027 2028 202

9 

Persentase 

populasi yang 

menggunakan 

farmakogenomik 

60 % 60% 80% 80% 80% 50% 83% 

Realisasi kinerja pada semester II tahun 2025 sebesar 50% belum mencapai target 

yang ditetapkan yaitu 60%. Secara kumulatif, capaian kinerja pada semester II tahun 

2025 telah mencapai 83%. 

k. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar 

nasional, karena tidak terdapat standar nasional.  

 

l. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan  kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. 

Analisis melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 

Threats).  

 

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats (Ancaman) 

Bagian dari program 

prioritas nasional 

(BGSi) 

Belum tersedia 

pedoman teknis 

termasuk terkait 

peran konseling 

genetika  

Penurunan beban 

penyakit 

katastropik 

DPJP belum optimal 

dalam penyampaian 

hasil 

farmakogenomika 
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Peran BB Binomika 

dan Jejaring Hubs 

BGSi 

 

Efisiensi anggaran 

sektor Kesehatan, 

termasuk BGSi 

Peluang kerja 

sama penelitian 

multi nasional 

untuk 

pengembangan 

pelayanan 

kedokteran presisi 

 

 Kendala pipeline 

analisis untuk hasil 

pemeriksaan 

genetika dan 

kesiapan sistem 

SatuDNA 

  

 

m. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya  

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien tidak hanya memastikan 

penggunaan anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan 

pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara 

efisien, organisasi dapat mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan 

waktu yang lebih singkat, sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini 

Pagu dan Realisasi atas KRO yang mendukung pencapaian indikator Persentase 

populasi yang menggunakan farmakogenomik:  

Kegiatan Pagu Tersedia Total Realisasi 

Pedoman Pelayanan Kedokteran Presisi Rp64.000.000 Rp.63.822.300 

(99,72%) 

Pendampingan Teknis RS Penyelenggara 

Kedokteran Presisi 

Rp114.140.000 Rp.113.807.786 

(99,71%) 

Penetapan Perizinan Biomedis Rp103.040.000 Rp.102.160.288 

(99,15%) 

Pedoman Standar Usaha Pengelolaan dan 

Penyimpanan Sel dan/atau Sel Punca 

Rp111.865.000 Rp.110.054.502 

(98,38%) 

Pendampingan Teknis RS dalam 

Pengembangan Sel Punca dan Sel 

Rp328.980.000 Rp.328.721.318 

(99,92%) 

Implementasi Pengolahan dan Penyimpanan 

Sel dan/atau Sel Punca di Bank dan 

Laboratorium sesuai Standar 

Rp139.900.000 Rp.124.049.354 

(88,67%) 
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Pemantauan Fasyankes yang 

Mengembangkan Pelayanan Rujukan Berbasis 

Terapi sesuai Standar 

Rp104.140.000 Rp.98.167.177 

(94,26%) 

Implementasi pelayanan transplantasi organ 

dan/atau jaringan tubuh di fasyankes sesuai 

standar 

Rp279.640.000 Rp.254.515.506 

(91,02%) 

Pedoman standar usaha penyelenggaraan 

bank mata 

Rp89.440.000 Rp.74.180.000 

(82,94%) 

 

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pencapaian indikator 

Persentase populasi yang menggunakan farmakogenomik adalah Rp1.335.145.000. 

Dengan jumlah anggaran tersebut, dilakukan alternatif yang lebih efisien, penyesuaian 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah: 

• Melakukan pembinaan teknis secara daring; 

• Melakukan pembahasan NSPK secara daring. 

 

n. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja berikut kegiatan yang sudah dilakukan untuk 

mendorong pencapaian indikator kinerja Persentase populasi yang menggunakan 

farmakogenomik:  

• Melaksanakan penyusunan NSPK sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan 

kedokteran presisi. 

• Mendorong replikasi implementasi pelayanan kedokteran presisi oleh rumah sakit. 

• Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar direktorat, unit pelaksana teknis yaitu Balai 

Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan serta RS koordinator hubs untuk 

mengoptimalkan analisis dan pemanfaatan data farmakogenomik. 

 

o. Permasalahan 

Kendala tidak tercapainya indikator Persentase populasi yang menggunakan 

farmakogenomik adalah Kendala belum optimalnya platform SatuDNA serta kendala 

pada salah satu platform analisis farmakogenomik.  

p. Pemecahan Masalah  

Upaya tindak lanjut yang dilakukan saat ini adalah perbaikan dan pemutakhiran 

pipeline analisis bioinformatika. 

● IKK 32.2.1 Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada  Pasal 173 ayat 1 

menyebutkan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi 

kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang 

Kesehatan, melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan di bidang Kesehatan serta mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, 

penelitian, dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan 

Kesehatan. Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selain menyelenggarakan fungsi 

Pelayanan Kesehatan perseorangan, Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi 

pendidikan dan penelitian di bidang Kesehatan.  

Dalam menyelenggarakan fungsi penelitian, rumah sakit dapat membentuk pusat 

penelitian guna pengembangan layanan kesehatan. Pusat penelitian atau Clinical Research 

Unit (CRU) merupakan unit yang menyelenggarakan penelitian klinik yang dapat menjadi 

bagian penelitian di rumah sakit berupa unit atau instalasi. Berdasarkan Kepmenkes Nomor 

1458 Tahun 2023, CRU memiliki tugas mengelola penelitian klinik di rumah sakit, merancang 

program peningkatan penelitian klinik dan inovasi di rumah sakit, melakukan administrasi 

penyelenggaraan penelitian klinik di rumah sakit, merumuskan kebijakan rumah sakit dalam 

penyelenggaraan penelitian klinik dan inovasi, melaksanakan kegiatan penelitian klinik, 

melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas proses penelitian klinik yang 

diselenggarakan di rumah sakit, diseminasi hasil penelitian klinik, pelaporan, serta koordinasi 

dan kolaborasi dengan rumah sakit lain, industri, sponsor penelitian klinik, lembaga penelitian 

di kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya terkait dalam upaya peningkatan 

sistem kesehatan akademik. 

 

a. Definisi Operasional 

Pertumbuhan RS Pemerintah yang memiliki CRU sesuai dengan standar 

 

b. Cara Perhitungan (rumus) 

Pertumbuhan Jumlah RS pemerintah yang memiliki CRU sesuai dengan standar  

 

c. Penjelasan: 

Data capaian diambil dari data rutin program. 

 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1458 Tahun 2023 tentang Penelitian Klinik di Rumah 

Sakit, CRU memiliki tugas mengelola penelitian klinik di rumah sakit dengan memenuhi 

standar dari sisi struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas, perencanaan dan 

anggaran, kepatuhan terhadap prinsip, koordinasi dan kerjasama, serta monitoring dan 

evaluasi. 

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator diselenggarakan oleh Direktorat PPKR 

melibatkan Indonesia Clinical Research Center (INA-CRC) Balai Besar Biomedis dan 

Genomika serta Clinical Research Unit (CRU) rumah sakit. Kegiatan yang diselenggarakan 

mulai dari penyusunan NSPK, Pendampingan Teknis penyelenggara penelitian klinik, 

Layanan Komite Etik Penelitian Kesehatan Nasional (KEPKN), serta monitoring evaluasi.  

 

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target adalah dengan 

melaksanakan kegiatan Pendampingan Teknis Rumah Sakit Penyelenggara Penelitian Klinik. 

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pada  Pasal 173 ayat 1 

menyebutkan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi 

kebutuhan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan pelayanan di bidang 

Kesehatan, melakukan upaya pemanfaatan hasil pelayanan, pendidikan, penelitian, dan 

pengembangan di bidang Kesehatan serta mengintegrasikan pelayanan, pendidikan, 

penelitian, dan pengembangan dalam suatu sistem sebagai upaya mengatasi permasalahan 

Kesehatan. 
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Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, selain menyelenggarakan fungsi Pelayanan 

Kesehatan perseorangan, Rumah Sakit dapat menyelenggarakan fungsi pendidikan dan 

penelitian di bidang Kesehatan. Penelitian klinik di rumah sakit diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman terhadap proses penyakit, pencegahan dan pengobatan penyakit, 

serta sebagai dasar pengembangan pengobatan atau intervensi baru. Hasil penelitian klinik 

dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan sebagai salah satu 

upaya transformasi pelayanan kesehatan rujukan. 

Dalam rangka meningkatkan peran aktif rumah sakit dalam menjalankan fungsi penelitian 

dan pengembangan, maka Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis penelitian klinik harus melakukan kegiatan  

yang dapat berdampak langsung terhadap pencapaian target.   

Kegiatan Pendampingan Teknis Rumah Sakit Penyelenggara Penelitian Klinik ini terdiri 

dari koordinasi, workshop dan bimbingan teknis. Kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung 

capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis 2025-2029 yaitu jumlah RS yang memiliki 

CRU sesuai standar dengan target 43 RS pada tahun 2025. 

1) Koordinasi 

Kegiatan koordinasi dilaksanakan dalam bentuk rapat daring yang melibatkan unit 

terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, perwakilan rumah sakit, serta pemangku 

kepentingan lainnya. Rapat koordinasi ini membahas berbagai hal yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan penelitian klinik, antara lain kebijakan dan regulasi penelitian klinik, 

peran dan fungsi Clinical Research Unit (CRU), kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 

standar CRU, serta identifikasi kebutuhan dan kendala yang dihadapi rumah sakit. Melalui 

kegiatan koordinasi ini diharapkan tercipta kesamaan pemahaman, penguatan sinergi, 

serta kesepakatan langkah tindak lanjut dalam rangka mendorong pertumbuhan rumah 

sakit pemerintah yang memiliki CRU sesuai standar. 

2) Workshop 

Kegiatan workshop dilaksanakan dalam bentuk webinar daring dengan peserta 

rumah sakit vertikal Kemenkes dan rumah sakit pendidikan serta mengundang 

narasumber Direktur PPKR, perwakilan INA-CRC Balai Besar Biomedis dan Genomika 

Kesehatan, IASMED dan perwakilan organisasi profesi. Workshop ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman peserta mengenai kebijakan penelitian klinik secara umum, 

peran strategis CRU dalam mendukung penelitian klinik, serta pengembangan riset 

translasional di rumah sakit. Dalam kegiatan ini, narasumber menyampaikan materi 

terkait kebijakan, praktik terbaik, serta tantangan dan peluang pengembangan penelitian 

klinik di Indonesia. Melalui diskusi interaktif, diharapkan peserta memperoleh wawasan 

yang komprehensif mengenai pentingnya penguatan CRU sebagai bagian dari upaya 

peningkatan mutu layanan dan riset di rumah sakit pemerintah. 

3) Bimbingan Teknis 

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan melalui kunjungan ke rumah sakit oleh tim 

yang terdiri dari Direktorat PPKR, INA-CRC BB Binomika serta IASMED. Agenda 

kegiatan meliputi paparan dari Kementerian Kesehatan mengenai kebijakan 

penyelenggaraan penelitian klinik, paparan dari CRU rumah sakit terkait kondisi eksisting 

dan rencana pengembangan, serta diskusi bersama IASMED untuk memberikan 

masukan teknis dan rekomendasi perbaikan. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk 

membantu rumah sakit dalam mengidentifikasi kesenjangan terhadap standar CRU, 
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memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta mendorong percepatan 

pemenuhan standar CRU sesuai ketentuan yang berlaku. 

  

 

Untuk mendukung penyelenggaraan penelitian klinik di Indonesia, dibentuk Komite 

Nasional Etik Penelitian Kesehatan di tingkat pusat dan Komite Etik Penelitian Kesehatan 

(KEPK) di institusi. Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan memiliki tugas melakukan 

pemantauan dan penegakan etik penelitian di bidang pelayanan kesehatan, memberikan 

persetujuan etik terhadap protokol penelitian yang bersifat multicenter di bidang pelayanan 

kesehatan dan melakukan proses akreditasi komite etik penelitian kesehatan di rumah sakit 

maupun institusi lain. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komite Nasional Etik Penelitian 

Kesehatan  memiliki 3 subkomite yaitu subkomite peningkatan kapasitas, subkomite telaah 

etik penelitian kesehatan dan subkomite akreditasi. 

Legalitas komite etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 

Tahun 2020 tentang Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional 

(KEPPKN), yang juga mewajibkan setiap KEPK institusi untuk terakreditasi oleh Kementerian 

Kesehatan. Mandat ini bertujuan untuk menyamakan dan menjamin kualitas keputusan etik 

secara nasional. 

Sebagai bentuk dukungan dalam memfasilitasi pelaksanaan pengembangan penelitian 

klinis yang memenuhi kaidah etik, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

Kementerian Kesehatan memiliki kegiatan Layanan Komite Etik Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Nasional yang terdiri dari operasional komite etik, akreditasi dan 

pembinaan. Namun, kegiatan ini belum dapat direalisasikan karena masa bakti KEPPKN telah 

berakhir, sementara Surat Keputusan Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan yang baru 

belum disahkan oleh Menteri Kesehatan. 

 

f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator adalah sebanyak 43 RS. Pencapaian target kinerja tahun 

2025 adalah 43 RS pemerintah yang telah memiliki CRU sesuai standar. 

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Berdasarkan capaian tahun 2025, pertumbuhan RS pemerintah yang telah memiliki CRU 

sesuai standar mencapai target yang ditetapkan, yaitu 43 RS dari 43 RS (100%).  

 

 

 

h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini  
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Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator 

Pertumbuhan Jumlah RS pemerintah yang memiliki CRU sesuai dengan standar: 

 

No Indikator Target 

2025 

Realisasi 

TA 2025 

Capaian II TA 

2025 

1 Pertumbuhan Jumlah RS 

pemerintah yang memiliki CRU 

sesuai dengan standar 

43 RS 43 RS 100% 

Target 2025 sebesar 43 RS dan realisasi tahun 2025 sebesar 43 RS. Realisasi tersebut 

diperoleh dari pertumbuhan jumlah RS pemerintah yang memiliki CRU sesuai dengan 

standar. Realisasi mencapai target yang sudah ditetapkan, sehingga secara linier capaian 

kinerja sesuai dengan yang diharapkan. 

 

i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya karena merupakan indikator baru pada Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029. 

 

j. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target 

jangka menengah, saat ini indikator masih dalam awal periode renstra sehingga untuk 

membandingkan dengan jangka menengah membutuhkan data di tahun selanjutnya. 

 

Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II TA 

2025 
2025 2026 202

7 

2028 2029 

Pertumbuhan 

Jumlah RS 

pemerintah yang 

memiliki CRU 

sesuai dengan 

standar 

43 

RS 

63 

RS 

105 

RS 

193 

RS 

386 

RS 

43 RS 100% 

Realisasi kinerja pada semester II tahun 2025 sudah mencapai target, yaitu sebanyak 43 

RS memiliki CRU sesuai standar. Secara kumulatif, capaian kinerja pada semester II tahun 

2025 telah mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja saat ini masih berada 

dalam jalur yang sesuai untuk memenuhi target tahun 2025. Namun demikian, tantangan yang 

lebih besar harus dihadapi didepan, mengingat target jangka menengah tahun 2026 hingga 

2029 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. 

 

k. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, 

karena tidak terdapat standar nasional.  
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l. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan  

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. Analisis 

melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).  

 

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

Penelitian menjadi 

salah satu fungsi RS 

berdasarkan PP 

Nomor 28 Tahun 

2024 

Perbedaan kapasitas 

CRU antar rumah 

sakit, baik dari aspek 

sumber daya 

manusia, sarana 

prasarana, maupun 

pengalaman 

pelaksanaan 

penelitian 

Peran INA-CRC 

sebagai sentra 

penelitian klinik 

nasional dapat 

mendorong 

perluasan jejaring 

dan peningkatan 

jumlah RS dengan 

CRU sesuai standar 

Keterbatasan 

anggaran serta 

perbedaan prioritas 

rumah sakit yang 

berpotensi 

menghambat 

percepatan 

pertumbuhan CRU 

sesuai standar 

Tersedia regulasi 

acuan yang 

menjelaskan standar 

minimal CRU yaitu 

KMK No 

HK.01.07/MENKES/1

458/2023, sehingga 

rumah sakit memiliki 

pedoman baku dalam 

pembentukan dan 

pengembangan CRU 

Belum tersedia 

mapping kapasitas 

CRU 

Potensi kerja sama 

dengan mitra 

termasuk luar negeri 

yang dapat menjadi 

insentif bagi rumah 

sakit untuk 

mengembangkan 

CRU 

 

Adanya kolaborasi 

INA-CRC 

Belum tersedia 

Komite Etik 

Penelitian Kesehatan 

di tingkat nasional 

  

 

m. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan 

anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, organisasi dapat 

mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, 

sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini Pagu dan Realisasi atas KRO 
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yang mendukung pencapaian indikator Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai 

standar:  

 

Kegiatan Pagu Tersedia Total Realisasi 

Pendampingan Teknis RS Penyelenggara 

Penelitian Klinik 

Rp185.800.000 Rp167.328.509 

(90,06%) 

Layanan Komisi Etik Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Nasional 

Rp211.600.000 Rp0 
(0%) 

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pencapaian indikator 

Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar adalah Rp397.400.000. Dengan 

jumlah anggaran tersebut, dilakukan alternatif penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang lebih 

efisien yaitu, melakukan pembinaan teknis (workshop) secara daring. 

Anggaran yang telah dialokasikan untuk pembiayaan layanan komite etik tidak dapat 

direalisasikan dikarenakan belum ditetapkannya Komite Etik Penelitian Kesehatan tingkat 

Nasional. 

 

n. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja, berikut kegiatan yang sudah dilakukan dalam menunjang 

pencapaian indikator kinerja Pertumbuhan RS yang sudah memiliki CRU sesuai standar:  

• Menyusun instrumen penilaian CRU sesuai standar serta terlibat dalam penyusunan 

Survei Pemetaan Kapasitas Sentra Uji Klinik Tahun 2025. 

• Melaksanakan kegiatan Pendampingan Teknis RS Penyelenggara Penelitian Klinik, 

meliputi koordinasi, workshop serta bimbingan teknis. 

• Koordinasi dan kolaborasi yang baik antar direktorat, unit pelaksana teknis yaitu Balai 

Besar Biomedis dan Genomika Kesehatan serta IASMED. 

 

o. Permasalahan 

Meskipun target tahun 2025 tercapai, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian 

indikator kinerja ini antara lain masih terbatasnya anggaran tiap rumah sakit dalam 

pengembangan penelitian, perbedaan prioritas rumah sakit yang berpotensi menghambat 

percepatan pertumbuhan CRU sesuai standar, keterbatasan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi di bidang riset klinik di rumah sakit, serta keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung. 

 

p. Pemecahan Masalah 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa 

penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan CRU di rumah sakit 

pemerintah, melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis, serta pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan. 

Selain itu, perlu didorong penguatan koordinasi lintas unit di lingkungan Kementerian 

Kesehatan dan dengan pemangku kepentingan terkait. Upaya-upaya tersebut diharapkan 

dapat mempercepat pertumbuhan jumlah rumah sakit pemerintah yang memiliki CRU sesuai 

standar dan mendukung peningkatan mutu riset klinik nasional. 
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● IKK 32.3.1 Jumlah Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP 

Berdasarkan Kepmenkes Nomor 1458 Tahun 2023, CRU memiliki tugas mengelola 

penelitian klinik di rumah sakit, merancang program peningkatan penelitian klinik dan inovasi 

di rumah sakit, melakukan administrasi penyelenggaraan penelitian klinik di rumah sakit, 

merumuskan kebijakan rumah sakit dalam penyelenggaraan penelitian klinik dan inovasi, 

melaksanakan kegiatan penelitian klinik, melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi 

atas proses penelitian klinik yang diselenggarakan di rumah sakit, diseminasi hasil penelitian 

klinik, pelaporan, serta koordinasi dan kolaborasi dengan rumah sakit lain, industri, sponsor 

penelitian klinik, lembaga penelitian di kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan 

lainnya terkait dalam upaya peningkatan sistem kesehatan akademik. 

Salah satu strategi dalam rumusan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 

2025-2029, penguatan clinical research unit (CRU) di rumah sakit untuk membangun 

kapasitas riset dalam negeri, menciptakan ekosistem yang mampu mempercepat inovasi, 

meningkatkan daya saing global, serta menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan 

kesehatan dituangkan dalam indikator Peneliti di CRU RS yang tersertifikasi GCP. 

 

a. Definisi Operasional  

Jumlah peneliti di CRU RS yang telah mendapatkan sertifikat GCP (kumulatif) 

 

b. Cara Perhitungan (rumus) 

Jumlah peneliti di CRU RS yang telah mendapatkan sertifikat GCP 

 

c. Penjelasan 

Data capaian diambil dari data rutin program. 

 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, rumah sakit selain 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan juga dapat melaksanakan fungsi 

pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Penelitian klinik di rumah sakit menuntut 

penerapan standar etika dan mutu yang tinggi, sehingga diperlukan peneliti yang memiliki 

kompetensi dan pemahaman yang memadai terhadap prinsip-prinsip GCP. 

Dalam rangka meningkatkan mutu dan kepatuhan penyelenggaraan penelitian klinik di 

rumah sakit, peningkatan jumlah peneliti CRU yang tersertifikasi GCP menjadi salah satu 

indikator yang harus dicapai. Sertifikasi GCP merupakan standar internasional yang menjamin 

bahwa penelitian klinik dilaksanakan secara etis, ilmiah, serta melindungi keselamatan dan 

hak subjek penelitian. Sebagai upaya pencapaian indikator tersebut, dilakukan fasilitasi 

pelatihan dan sertifikasi GCP bagi peneliti di rumah sakit. 

 

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target (RO dan komponen) 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target dilakukan 

melalui penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi GCP bagi peneliti rumah sakit. Kegiatan 

pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peneliti dalam memahami dan 

menerapkan prinsip-prinsip GCP secara konsisten pada setiap tahapan penelitian klinik, mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan hasil penelitian. Pelatihan dan sertifikasi 

GCP difasilitasi oleh Indonesia Clinical Research Center (INA-CRC), Balai Besar Biomedis 

dan Genomika, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masing-masing rumah 
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sakit. Selain peningkatan kapasitas individu peneliti, kegiatan ini juga diharapkan dapat 

memperkuat tata kelola penelitian klinik di rumah sakit, meningkatkan kepercayaan pemangku 

kepentingan, serta mendukung kesiapan rumah sakit dalam berpartisipasi pada penelitian 

klinik nasional maupun internasional. 

  

 

f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator adalah sebanyak 100 Peneliti. Adapun pencapaian target 

kinerja tahun 2025 adalah 146 Peneliti yang tersertifikasi GCP melalui pelatihan yang 

diadakan BB Biomedis dan Genomika Kesehatan. Capaian dapat melampaui target karena 

tersedianya alokasi funding tambahan dari Global Fund untuk penyelenggaraan pelatihan 

tambahan sehingga dapat dilakukan percepatan capaian target indikator di tahun mendatang 

yang bersifat kumulatif. 

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Berdasarkan capaian tahun 2025, jumlah peneliti di CRU RS yang telah mendapatkan 

sertifikat GCP melampaui target yang ditetapkan, yaitu 146 Peneliti dari 100 Peneliti (146%). 

 

h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja semester II tahun 2025 untuk 

indikator Jumlah Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP: 

 

No Indikator Target 

2025 

Realisasi TA 

2025 

Capaian II TA 

2025 

1 Jumlah Peneliti CRU di 

RS yang tersertifikasi 

GCP 

100 

Peneliti 

146 Peneliti 146% 

Target 2025 sebesar 100 Peneliti dan realisasi tahun 2025 sebesar 146 Peneliti. Realisasi 

tersebut diperoleh dari jumlah peneliti di CRU RS yang telah mendapatkan sertifikat GCP. 

Target sudah tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan, sehingga secara linier capaian 

kinerja sesuai dengan yang diharapkan. 

 

i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  

Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya karena merupakan indikator baru pada Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029. 
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j. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka, saat ini indikator masih 

dalam awal periode renstra sehingga untuk membandingkan dengan jangka menengah 

membutuhkan data di tahun selanjutnya 

 

Indikator Target Realisasi 

SMT II 

TA 2025 

Capaian 

SMT II TA 

2025 
2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah Peneliti 

CRU di RS yang 

tersertifikasi GCP 

100 

Penelit

i 

200 

Penelit

i 

300 

Peneliti 

400 

Penelit

i 

500 

Peneliti 

146  146% 

 

Realisasi kinerja pada semester II tahun 2025 sudah melampaui target, yaitu sebanyak 

146 peneliti telah tersertifikasi GCP. Secara kumulatif, capaian kinerja pada semester II tahun 

2025 telah mencapai 146%. Target tahunan bersifat kumulatif sehingga jumlah capaian yang 

melampaui target tahun 2025 dapat dialokasikan untuk capaian target di tahun 2026. 

Tantangan yang lebih besar dapat ditemukan di tahun mendatang dikarenakan potensi 

keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penelitian. 

 

k. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) 

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional, 

karena tidak terdapat standar nasional. 

 

l. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan  

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. Analisis 

melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats).  

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

GCP merupakan 

standar internasional 

yang diakui secara 

luas dalam 

pelaksanaan uji 

klinik, sehingga 

menjadi rujukan baku 

bagi peneliti CRU 

Anggaran pelatihan 

yang terbatas 

menyebabkan 

berkurangnya kuota 

peneliti yang dapat 

mengikuti sertifikasi 

GCP 

Regulasi uji klinik 

mendukung GCP 

 

Variasi prioritas tiap 

RS yang dapat 

menyebabkan 

sertifikasi GCP 

belum menjadi 

fokus utama dalam 

pengembangan 

SDM CRU 
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Adanya fasilitasi dari 

BB Binomika dalam 

penyelenggaraan 

pelatihan GCP yang 

mendukung 

peningkatan 

kompetensi dan 

sertifikasi peneliti 

CRU di rumah sakit 

   

 

m. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan 

anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, organisasi dapat 

mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, 

sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini Pagu dan Realisasi atas KRO 

yang mendukung pencapaian indikator Jumlah Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP:  

 

Kegiatan Pagu Tersedia Total Realisasi 

Pelatihan good clininal practice untuk 

peningkatan CRU Rumah Sakit 

Rp733.457.000 Rp731.976.734 

(99.79%) 

Total anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan pencapaian indikator Pelatihan 

good clininal practice untuk peningkatan CRU Rumah Sakit melalui anggaran BB Binomika 

adalah Rp733.457.000 

 

n. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian penyataan kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja berikut kegiatan yang sudah dan belum dilakukan untuk 

mendorong pencapaian indikator kinerja Jumlah Peneliti CRU di RS yang tersertifikasi GCP:  

• Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi GCP bagi peneliti CRU rumah sakit yang 

difasilitasi oleh INA CRC, BB Binomika sebagai upaya peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia penelitian klinik 

• Pemanfaatan dukungan pendanaan dari Global Fund untuk memperluas cakupan 

pelatihan dan sertifikasi GCP 

• Koordinasi dan kolaborasi antara Direktorat PPKR dengan INA CRC BB Binomika 

serta IASMED dalam penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan teknis 

 

o. Permasalahan 

Meskipun target indikator kinerja tahun 2025 telah tercapai, masih terdapat beberapa 

permasalahan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan dan pemerataan pencapaian 

indikator, antara lain keterbatasan anggaran di sebagian rumah sakit untuk pengembangan 

penelitian klinik, perbedaan prioritas pengembangan rumah sakit yang dapat memperlambat 

peningkatan kapasitas CRU, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

di bidang riset klinik, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penelitian. Selain 
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itu, tanpa dukungan pendanaan eksternal, pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi GCP berisiko 

tidak dapat menjangkau seluruh peneliti rumah sakit yang membutuhkan. 

 

p. Pemecahan Masalah 

Sebagai upaya pemecahan permasalahan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan dan 

regulasi yang mendukung pengembangan CRU dan peningkatan kompetensi peneliti di 

rumah sakit. Pemanfaatan dukungan pendanaan Global Fund diarahkan secara strategis 

untuk percepatan capaian indikator yang bersifat kumulatif. Pelatihan dan bimbingan teknis 

GCP yang dilaksanakan secara berkesinambungan, serta penguatan koordinasi lintas 

direktorat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dengan pemangku kepentingan terkait 

diharapkan dapat menjaga keberlanjutan peningkatan jumlah peneliti CRU yang tersertifikasi 

GCP dan mendukung peningkatan mutu riset klinik nasional secara berkelanjutan. 

● IKK 16.3.1 Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin 

Penyelenggaraan pelayanan telemedisin oleh fasyankes merupakan salah satu bentuk 

transformasi pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan akses, mutu, dan 

kesinambungan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 

tentang Kesehatan memuat substansi yang mendukung penyelenggaraan transformasi 

sistem kesehatan, antara lain pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudahan 

akses bagi masyarakat melalui pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut oleh pemerintah maupun masyarakat dan 

swasta, termasuk pemenuhan infrastruktur, sumber daya manusia, sarana prasarana, 

kompetensi layanan melalui jejaring pengampuan layanan, integrasi pelayanan kesehatan 

perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat terutama penguatan upaya kesehatan 

promotif dan preventif oleh fasilitas pelayanan kesehatan, pemanfaatan teknologi dan 

informasi melalui pelayanan telekesehatan dan telemedisin.  

 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui telekesehatan 

dan telemedisin yang terintegrasi dengan Sistim Informasi Kesehatan Nasional (SIKN). 

Telemedisin adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan 

teknologi komunikasi digital. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat secara mandiri 

menyelenggarakan pelayanan telemedisin atau bekerja sama dengan penyelenggara sistem 

elektronik yang terdaftar. Pelayanan telemedisin yang diselenggarakan oleh fasyankes 

meliputi layanan antar fasilitas pelayanan kesehatan; dan antara masyarakat dengan fasilitas 

pelayanan kesehatan. Pelayanan telemedisin yang diberikan oleh fasyankes dilakukan oleh 

tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik.  

    

a. Definisi Operasional  

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, 

Puskesmas) yang aktif melakukan pelayanan telemedisin. 

 

b. Cara Perhitungan (rumus) 

Jumlah kumulatif fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, 

Puskesmas) yang aktif menyelenggarakan pelayanan telemedisin setiap tahun.  

 

c. Penjelasan 

Data capaian diambil dari dashboard aplikasi KOMEN. 
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d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Penguatan Regulasi Kebijakan dan Sosialisasi Advokasi, Implementasi Pelayanan 

Telemedisin, Monitoring & Evaluasi Berkala.  

 

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target (RO dan komponen) 

1) Monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan berbasis AI, robotik, telemedisin 

dan TRB 

Pelayanan kesehatan berbasis teknologi merupakan sebuah inovasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, kualitas, dan efektivitas layanan 

kesehatan bagi seluruh masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mendefinisikan 

Teknologi Kesehatan sebagai segala bentuk alat, produk, dan/atau metode yang 

digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis, pencegahan, serta penanganan 

permasalahan kesehatan manusia. Berbagai inovasi teknologi seperti 

telemedisin/telehealth, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk mendukung 

pengambilan keputusan medis, serta teknologi robotik dalam prosedur medis yang 

memungkinkan tindakan operasi lebih presisi dan minim invasif, telah membuka 

peluang baru dalam proses diagnosis, perawatan, dan pengobatan pasien.  

Sebagai respon terhadap perkembangan ini, Kementerian Kesehatan melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, telah menetapkan bahwa salah satu tugas dan 

fungsi Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah melaksanakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria (NSPK), pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, 

evaluasi, dan pelaporan dalam bidang pengembangan pelayanan kesehatan rujukan. 

Monitoring untuk melihat keterlaksanan program, faktor pendukung dan 

penghambatnya, sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau 

kebenaran dari suatu program beserta dampaknya. Bila dilihat secara keseluruhan, 

kegiatan monitoring dan evaluasi ditujukan untuk pembinaan suatu program.  

 

2) Bimbingan Teknis Pengembangan Pelayanan Berbasis AI dan Robotik 

Perkembangan teknologi telah menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi 

sistem kesehatan. Inovasi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam 
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pengobatan untuk mendukung pengambilan keputusan medis, teknologi robotik dalam 

prosedur medis yang memungkinkan operasi lebih presisi dan minimal invasif, serta 

berbagai teknologi kesehatan lainnya telah membuka peluang baru dalam diagnosis, 

perawatan, dan pengobatan pasien.  

Adopsi teknologi dalam sektor kesehatan memerlukan kesiapan dari tenaga 

kesehatan serta infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, sesuai dengan tugas dan 

fungsi Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam memberikan 

bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pelayanan kesehatan 

berteknologi tinggi dan pelayanan penunjang, diperlukan upaya bimbingan teknis dan 

supervisi yang berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman 

teknis dan peningkatan kapasitas SDM sehingga penerapan teknologi kesehatan 

berjalan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat 

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

3) Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Pengembangan Pelayanan Telemedisin 

4) Pengembangan dan Integrasi Sistem Aplikasi Telemedisin 

5) Pedoman penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi berbantu 

6) Bimbingan teknis dan supervisi terkait penyelenggaraan pelayanan teknologi 

reproduksi dengan bantuan 

7) Pendampingan teknis RS penyelenggara pengembangan bedah robotik 

Teknologi Robotik Bidang Kesehatan menjadi salah satu wujud teknologi 

kesehatan yang berkembang di era transformasi digital saat ini. Dengan keunggulan 

dalam memberikan presisi tinggi dalam prosedur bedah, meminimalkan risiko 

komplikasi, mempercepat waktu pemulihan pasien, serta meningkatkan efisiensi 

pelayanan, pengembangan dan penerapan Teknologi Robotik Bidang Kesehatan di 

fasilitas kesehatan menjadi langkah maju dalam transformasi layanan kesehatan yang 

berorientasi pada keselamatan, kenyamanan, dan kualitas hidup pasien. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dit. PPKR) memiliki tugas dalam merumuskan dan 

  



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             51 

melaksanakan kebijakan, menyusun NSPK, serta melakukan bimbingan teknis, 

supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan 

pelayanan kesehatan rujukan. Salah satu fokus Dit. PPKR adalah pengembangan 

layanan kesehatan teknologi robotik bidang kesehatan melalui pendampingan teknis 

penyelenggara pengembangan teknologi robotik bidang kesehatan. Rumah sakit 

sebagai institusi layanan kesehatan memiliki peran strategis dalam mengadopsi dan 

sekaligus mengembangkan teknologi ini agar sesuai dengan kebutuhan klinis yang 

nyata. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan bagi rumah sakit penyelenggara 

pengembangan teknologi robotik menjadi sangat penting.  

 

8) Pedoman penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan. 

Penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/ atau jaringan merupakan 

bagian dari upaya pelayanan kesehatan rujukan yang bersifat komprehensif, 

berteknologi tinggi, dan berisiko tinggi, sehingga harus dilaksanakan secara terencana, 

terstandar, dan akuntabel. Sehingga diperlukan pedoman sebagai acuan bagi rumah 

sakit dalam menyelenggarakan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan yang 

memenuhi aspek keselamatan pasien, mutu pelayanan, etika, serta kepatuhan 

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan transplantasi organ dan/ atau jaringan diselenggarakan melalui tahapan 

yang sistematis dan terintegrasi, meliputi proses identifikasi dan penetapan donor, 

seleksi dan persiapan resipien, pelaksanaan tindakan transplantasi, serta tindak lanjut 

pasca transplantasi. Seluruh tahapan tersebut harus didukung oleh sumber daya 

manusia yang berwenang dan kompeten, sarana prasarana dan alat kesehatan yang 

memadai, sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien, serta jejaring rujukan dan 

koordinasi lintas unit dan lintas sektor. 

Pedoman ini menekankan prinsip legalitas, transparansi, keadilan, dan non 

komersialisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan transplantasi. Proses donor, baik 

dari donor hidup maupun donor meninggal, harus dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan yang sah, tanpa paksaan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 

hak asasi manusia. Penetapan indikasi medis, kesesuaian donor–resipien, dan prioritas 

pelayanan dilakukan secara objektif dan berbasis pertimbangan klinis serta etika. 
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Dalam rangka menjamin mutu dan keberlanjutan pelayanan, rumah sakit 

penyelenggara transplantasi wajib menerapkan tata kelola klinis dan tata kelola 

organisasi yang baik, termasuk pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi 

berkala, audit medis, serta pembinaan dan pengawasan oleh otoritas yang berwenang. 

Pedoman ini juga menjadi dasar dalam proses perizinan, akreditasi, serta peningkatan 

kapasitas pelayanan transplantasi secara berkelanjutan. Dengan adanya pedoman 

penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/atau jaringan, diharapkan seluruh 

rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan/ atau jaringan memiliki 

keseragaman standar dalam pelaksanaan pelayanan, sehingga dapat meningkatkan 

akses, mutu, dan keselamatan pelayanan transplantasi serta mendukung penguatan 

sistem kesehatan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring 

dan luring), yang meliputi: 

a) Pertemuan Koordinasi yang dilakukan secara daring dan luring, dengan 

mengundang pakar dan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara transplantasi 

untuk menyusun draft awal. 

b) Penyusunan Pedoman yang dilakukan secara daring dan luring (fullday di Jakarta) 

serta mengundang pakar untuk mendapatkan masukan secara komprehensif. 

c) Uji Publik/ Public Hearing dilakukan secara luring (fullday di Jakarta) dengan 

mengundang fasilitas pelayanan kesehatan dan dinas kesehatan sehingga 

mendapatkan masukan terkait pengaplikasian dilapangan 

 
f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator adalah sebanyak 400 fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pencapaian target kinerja tahun 2025 adalah sebesar 100%.  

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Berdasarkan capaian tahun 2025, Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan 

telemedisin telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100% (400 fasilitas 

pelayanan kesehatan). 

 

h. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator  

Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin: 

No Indikator Target 

2025 

Realisasi 

TA 2025 

Capaian II TA 

2025 

1 Jumlah Fasyankes yang 

menyelenggarakan 

pelayanan telemedisin 

400 400 100% 

 

Target 2025 sebesar 400 dan realisasi tahun 2025 sebesar 400 Fasyankes yang 

menyelenggarakan telemedisin. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah Fasyankes yang 

menyelenggarakan telemedisin secara aktif melalui aplikasi KOMEN. Target sudah tercapai 

sesuai target yang sudah ditetapkan, sehingga secara linier capaian kinerja sesuai dengan 

yang diharapkan. 

i. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir  
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Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya karena merupakan indikator baru pada Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029. 

 

j. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi 

Target 2025 sebesar 400 dan realisasi tahun 2025 sebesar 400 Fasyankes yang 

menyelenggarakan telemedisin. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah Fasyankes yang 

menyelenggarakan telemedisin secara aktif melalui aplikasi KOMEN. 

 

Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II 

TA 2025 
2025 202

6 

2027 202

8 

2029 

 400 450 500 550 600 400 100% 

 

 

k. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). 

Pencapaian dan target indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional 

karena tidak terdapat standar nasional. 

 

l. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan  

Berikut adalah analisis mengenai faktor penentu keberhasilan atau kegagalan pelayanan 

telemedisin, serta apa yang membuat kinerjanya naik atau turun, menggunakan metode 

SWOT 

 

Strengths (Kekuatan) Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats (Ancaman) 

Sudah tersedianya 

kebijakan atau NSPK 

terkait pedoman utk 

telemedisin: Peraturan 

Menteri Kesehatan 

Nomor 20 Tahun 2019 

tentang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Telemedisin 

Antar Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Perangkat elektronik 

pendukung (komputer 

dll) yang dimiliki masih 

kurang jumlahnya dan 

tidak terpelihara 

dengan baik 

Adanya ujicoba 

pembiayaan 

telemedisin oleh BPJS 

Kesehatan dan sudah 

mulai diintegrasikan 

aplikasi Komen dan 

P-Care BPJS 

 

Kurangnya sarana 

dan prasarana 

pendukung yang 

ada di fasyankes 
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Memiliki aplikasi 

telemedisin yang sudah 

dikembangkan oleh 

kemenkes sejak 2016 

dan sekarang sudah 

diperbarui ke versi 2.0 

yaitu aplikasi Komen 

 

 

Keterjangkauan 

jaringan internet yang 

terbatas di daerah 3T 

Pemanfaatan 

teknologi digital 

Perkembangan 

teknologi yang 

cepat, berpotensi 

menyebabkan 

fasilitas tertentu 

tertinggal bila tidak 

mengikuti 

 

m. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien tidak hanya memastikan penggunaan 

anggaran dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, organisasi dapat 

mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, 

sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini Pagu dan Realisasi atas KRO 

yang mendukung pencapaian indikator Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan telemedisin:  

 

Kegiatan Pagu Tersedia Total Realisasi 

FAE.101 - Monitoring dan evaluasi 

pengembangan pelayanan berbasis AI, 

robotik, telemedisin dan TRB 

160.743.000  153.625.796  

 

FAE.102- Bimbingan Teknis 

Pengembangan Pelayanan Berbasis AI 

dan Robotik 

118.700.000 99538842 

QDB.101-Bimbingan Teknis dan 

Supervisi Terkait Pengembangan 

Pelayanan Telemedisin 

388.512.000 315874585 

UAB.101- Pengembangan dan Integrasi 

Sistem Aplikasi Telemedisin 

259.165.000 206175359 

AFA.103 Pedoman penyelenggaraan 

pelayanan teknologi reproduksi berbantu 

98.125.000 81.515.000,- 

BIC.101 Bimbingan teknis dan supervisi 

terkait penyelenggaraan pelayanan 

teknologi reproduksi dengan bantuan 

61.675.000 47.199.244 
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BDB.104 Pendampingan teknis RS 

penyelenggara pengembangan bedah 

robotik 

100.080.000 82.510.781 

 

Penyerapan anggaran pada indikator ini tidak maksimal, karena anggaran baru tersedia 

pada awal bulan oktober 2025 paska perubahan struktur sesuai Permenkes 21 Tahun 2024. 

 

n. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan 

pencapaian penyataan kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja berikut kegiatan yang sudah dan belum dilakukan untuk 

mendorong pencapaian indikator kinerja Jumlah fasyankes yang menyelenggarakan 

pelayanan telemedisin:  

1) Monitoring dan evaluasi pengembangan pelayanan telemedisin 

● RSUP Ngoerah Denpasar Bali 

● Dinkes Provinsi Sulawesi Utara 

● Karanganyar (Jawa Tengah) 

● Padang (Sumatra Barat) 

● Kabupaten Manokwari (Papua Barat) 

2) Bimbingan Teknis dan Supervisi Terkait Pengembangan Pelayanan Telemedisin 

● Pontianak (Kalimantan Barat) 

● Makassar (Sulawesi Selatan) 

● Manado (Sulawesi Utara) 

● Jambi (Jambi) 

3) Pengembangan dan Integrasi Sistem Aplikasi Telemedisin 

● Workshop Telemedisin Depok 

● Workshop Telemedisin Serpong, Tangerang Selatan 

 

o. Permasalahan 

Pembiayaan pelayanan Telemedisin belum didukung Sistem Jaminan Kesehatan 

Nasional, sampai akhir tahun 2025 masih dalam konsep ujicoba oleh BPJS Kesehatan. 

Sehingga saat dilakukan kegiatan sosialisasi, yang menjadi pertanyaan utama dari setiap 

fasyankes yang akan menggunakan pelayanan Telemedisin melalui aplikasi KOMEN apakah 

ada penggantian biaya untuk layanan tersebut? 

 

p. Pemecahan Masalah 

Berkoordinasi dengan Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan serta BPJS 

kesehatan dalam mendorong pembiayaan pelayanan Telemedisin masuk dalam skema 

Jaminan Kesehatan Nasional berdasarkan hasil ujicoba yang sudah dilakukan BPJS 

Kesehatan sejak tahun 2023. 

 

● IKK 16.3.6 Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis 

Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis merupakan 

indikator kinerja strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan fasilitas 

pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan wisata medis sesuai dengan 

standar dan ketentuan yang berlaku. Indikator ini tidak hanya menggambarkan kapasitas 
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layanan rumah sakit, tetapi juga mencerminkan kemajuan ekosistem wisata kesehatan 

nasional yang terintegrasi antara sektor kesehatan dan pariwisata. 

Penetapan indikator ini dilatarbelakangi oleh tingginya mobilitas masyarakat Indonesia 

untuk berobat ke luar negeri yang berdampak pada hilangnya devisa negara, serta belum 

optimalnya pemanfaatan potensi pelayanan kesehatan dalam negeri. Pemerintah 

memandang perlu adanya upaya sistematis untuk meningkatkan daya saing rumah sakit 

nasional melalui pengembangan wisata medis, sehingga pelayanan kesehatan Indonesia 

mampu menjadi pilihan utama, baik bagi pasien domestik maupun internasional. Rumah sakit 

yang dikategorikan siap dan mendukung pelayanan wisata medis harus memenuhi sejumlah 

kriteria administratif dan teknis, antara lain ketersediaan layanan unggulan yang kompetitif, 

pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien, kecukupan serta kompetensi sumber 

daya manusia, kesiapan sarana dan prasarana, serta penerapan tata kelola yang baik. Selain 

itu, rumah sakit diharapkan memiliki kemampuan integrasi dengan layanan pendukung 

pariwisata, seperti akomodasi, transportasi, dan sistem informasi yang ramah bagi pasien 

wisata medis. 

Capaian indikator jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis 

menjadi instrumen penting dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan, sekaligus dasar dalam 

penyusunan strategi pembinaan, penguatan kapasitas, dan penetapan prioritas 

pengembangan rumah sakit penyelenggara wisata medis. Dengan demikian, indikator ini 

berperan strategis dalam mendukung tujuan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan, memperkuat ketahanan sistem kesehatan, serta mendorong pertumbuhan wisata 

kesehatan yang berkelanjutan. 

 

a. Definisi Operasional 

Jumlah RS yang mendapatkan penetapan sebagai RS penyelenggara wisata medis oleh 

Menteri Kesehatan  

 

b. Cara Perhitungan (Rumus) 

Jumlah kumulatif Surat Ketetapan RS penyelenggara wisata medis yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan yang berlaku 

 

c. Penjelasan 

Indikator kinerja Jumlah RS yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis dihitung 

secara kumulatif dari jumlah Surat Ketetapan RS Penyelenggara Wisata Medis yang telah 

diterbitkan oleh Kemenkes per Desember 2025 dan masih berlaku. Data capaian diperoleh 

dari data rutin program 

 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 100 disebutkan bahwa Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan kesehatan rujukan. 

Dalam rangka pencapaian target indikator yang sudah direncanakan melalui rencana 

aksi, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan melaksanakan program tahun 

2025 yang terdiri dari: 

1) Pendampingan Teknis dan Supervisi RS Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis 
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2) Penyusunan Permenkes tentang Pelayanan Wisata Medis; 

3) Monitoring dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan 

4) Pembinaan Wilayah dalam rangka Transformasi Kesehatan 

5) Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Event Nasional dan Internasional 

6) Standar Pusat Diagnostik 

7) Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan 

 

e. Upaya yang Dilaksanakan untuk Mencapai Target 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya adalah: 

1) Pendampingan Teknis dan Supervisi RS Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis 

Dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 

persyaratan pelayanan wisata medis, meliputi aspek mutu dan keselamatan pasien, 

sumber daya manusia, sarana prasarana, serta tata kelola layanan, melalui kegiatan:  

a) Verifikasi dan Penetapan Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis 

Dilakukan untuk memastikan rumah sakit yang ditetapkan telah memenuhi kriteria 

dan standar yang ditetapkan, serta layak menyelenggarakan pelayanan wisata 

medis secara berkelanjutan. 

b) Workshop Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis 

Diselenggarakan sebagai sarana peningkatan kapasitas, penyamaan persepsi, 

serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan 

pelayanan wisata medis. 

c) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Wisata Medis 

Dilaksanakan secara berkala untuk menilai capaian kinerja, mengidentifikasi 

kendala dan tantangan, serta merumuskan tindak lanjut perbaikan dalam rangka 

peningkatan mutu dan keberlanjutan pelayanan wisata medis 

 

2) Penyusunan Permenkes tentang Pelayanan Wisata Medis 

Dilakukan sebagai landasan regulasi untuk mengatur standar, tata kelola, serta 

mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan wisata medis 

di rumah sakit, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseragaman implementasi. 

Saat ini penyelenggaraan pelayanan wisata medis mengacu pada Permenkes 

Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pelayanan Wisata Medis. Regulasi tersebut perlu 

direvisi untuk disesuaikan dengan kebijakan kesehatan terkini serta kebutuhan di 

lapangan.  

3) Monitoring dan Evaluasi Penunjang Pelayanan Kesehatan Lanjutan 

Kegiatan monitoring dan evaluasi penunjang pelayanan kesehatan lanjutan 

dilaksanakan untuk mengamati perkembangan serta menilai pelaksanaan program 

penunjang pelayanan kesehatan lanjutan, khususnya terkait penerapan standar 

sterilisasi dan pengelolaan laundry di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. 

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penunjang 

pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, dan 

pedoman yang berlaku guna menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. 

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan 

ke rumah sakit pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk perjalanan dinas biasa 

pada enam lokus yang telah ditetapkan. Adapun rumah sakit yang menjadi lokasi 

kegiatan meliputi: 
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a) RSUP dr. Kariadi Semarang; 

b) RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar; 

c) RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah Bali; 

d) RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta,  

e) RSUP Persahabatan Jakarta, dan  

f) RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.  

Melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh gambaran nyata mengenai 

implementasi penunjang pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit, sekaligus 

menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 

secara berkelanjutan. 

4) Pelayanan Kesehatan Terstandar pada Event Nasional dan Internasional 

Kegiatan pelayanan kesehatan terstandar pada event nasional dan 

internasional dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan massal/event 

besar yang aman, bermutu, dan terkoordinasi bagi seluruh pihak yang terlibat. 

Sebagai negara yang berperan aktif dalam hubungan internasional dan memiliki 

banyak suku bangsa,  Indonesia kerap menjadi tuan rumah berbagai major event 

yang memerlukan penanganan lintas program, lintas sektor, dan dukungan sumber 

daya khusus. Penanganan yang tidak optimal berpotensi menimbulkan 

kegawatdaruratan kesehatan serta berdampak pada keselamatan, ketertiban, dan 

citra negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang 

terstandar dan terencana menjadi kebutuhan penting untuk mendukung keselamatan 

dan keberhasilan pelaksanaan event nasional dan internasional. Pelaksanaan 

kegiatan pendampingan pelayanan kesehatan yang terstandar pada event nasional 

dan event internasional adalah sebagai berikut: 

a) HUT RI ke-80 

Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 diselenggarakan 

dalam beberapa rangkaian acara, yaitu upacara detik-detik proklamasi 

kemerdekaan yang dilakukan di Istana Merdeka Republik Indonesia, Pesta 

Rakyat yang dilaksanakan di Monumen Nasional, serta Karnaval yang dilakukan 

sepanjang jalur mulai dari Monumen Nasional hingga Kembangan, Jakarta 

Barat. Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada 17 Agustus 2025 

pada ketiga titik tersebut dimulai pada pukul 05.00 WIB hingga 23.00 WIB. 

b) International Sustainability Forum (ISF) 

International Sustainability Forum (ISF) merupakan forum kolaborasi yang 

mendorong investasi hijau, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan, dengan 

fokus pada solusi perubahan iklim, ekonomi hijau, dan peningkatan 

kesejahteraan. Acara ini diselenggarakan  di Jakarta Convention Center (JCC) 

Jakarta Pusat. Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada 10 - 11 

Oktober 2025. 

c) MotoGP Mandalika 

MotoGP Mandalika merupakan ajang balap motor internasional bergengsi yang 

digelar di Pertamina Mandalika International Street Circuit dan berperan strategis 

dalam promosi pariwisata serta penguatan citra Indonesia sebagai tuan rumah 

penyelenggaraan event sport kelas dunia. Acara MotoGP dilaksanakan di 

Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendampingan pelayanan kesehatan 

pada acara ini dilaksanakan pada 3 - 6 Oktober 2025. 

d) International Pacific's Cultural Synergy (IPACS) 
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International Pacifics Cultural Synergy (IPACS) merupakan acara internasional 

yang mempertemukan negara-negara di kawasan Asia Pasifik dalam rangka 

memperkuat hubungan diplomatik, kerja sama sosial budaya, dan pertukaran 

pengetahuan. Acara ini dilaksanakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

Pendampingan pelayananan kesehatan pada acara ini dilaksanakan pada 

tanggal 11 - 14 November 2025. 

e) ASEAN Consultative Meeting on the Development of an ASEAN Regional 

Priority Pathogen List 

ASEAN Consultative Meeting on the Development of an ASEAN Regional 

Priority Pathogen List merupakan pertemuan yang bertujuan untuk membangun 

pemahaman bersama di antara negara-negara ASEAN mengenai alasan, 

tujuan, dan proses penyusunan ASEAN Priority Pathogen List dengan 

pendekatan One Health sebagai dasar kesiapsiagaan, deteksi, dan respon 

pandemi. Acara ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada 16 - 20 

November 2025. 

f) Tabligh Akbar Indonesia Berdoa Lampung 

Tabligh Akbar Indonesia Berdoa merupakan kegiatan keagamaan berskala 

besar yang dihadiri oleh jamaah dari berbagai daerah di Indonesia dan 

mancanegara dan dilaksanakan di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. 

Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada 27 - 30 November 2025. 

g) ASEAN Consultative Meeting on the Establishment of the ASEAN Laboratory 

Network (ALN) 

ASEAN Consultative Meeting on the Establishment of the ASEAN Laboratory 

Network (ALN) merupakan forum regional untuk membahas pembentukan 

jaringan laboratorium ASEAN. Acara ini dilaksanakan di Hotel Le Meridien 

Jakarta. Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada tanggal 8 - 10 

Desember 2025. 

h) Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas Dharma Wanita Persatuan 

Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas merupakan langkah strategis 

DWP untuk memperkuat peran perempuan sebagai fondasi keluarga dan 

masyarakat. Acara ini dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan dan 

dihadiri oleh pejabat Dharma Wanita seluruh Indonesia. Pendampingan 

pelayanan kesehatan diselenggarakan pada tanggal 19 November 2025 untuk 

memastikan tidak adanya kasus kedaruratan kesehatan yang tidak ditangani.  

i) Hi-Fest  

Acara Hi-Fest merupakan festival inovasi kesehatan yang digagas oleh 

Kementerian Kesehatan dan termasuk dalam rangkaian acara Hari Kesehatan 

Nasional ke-61. Acara ini diselenggarakan di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta. 

Pendampingan pelayanan kesehatan dilakukan pada 7 - 9 Desember 2025. 

 

j) Toraja International Festival 

Toraja International Festival merupakan acara dalam rangka pekan budaya dan 

pesona tenun Kabupaten Tana Toraja. Acara ini rutin diselenggarakan dalam 

rangka penguatan promosi wisata dan kearifan lokal seperti kain tenun, kuliner 

dan seni budaya di wilayah Toraja khususnya di Kabupaten Tana Toraja. 

Pendampingan persiapan pelayanan kesehatan diselenggarakan pada 14 - 17 

Desember 2025. 
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k) Pemantauan Kesiapan Rumah Sakit Rujukan pada Mudik Natal Tahun 2025 dan 

Tahun Baru Tahun 2026 

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui memastikan ketersediaan sumber 

daya pelayanan kesehatan serta memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan 

rumah sakit rujukan. Pemantauan dilaksanakan di jalur Jakarta - Lampung pada 

25 - 27 Desember 2025, serta jalur Pantai Selatan dan Pantai Utara pada 27 - 

29 Desember 2025. 

 

5) Pembinaan Wilayah dalam rangka Transformasi Kesehatan 

Kegiatan pembinaan wilayah dilaksanakan dalam rangka membangun 

sinergisme antara pusat dan daerah sehingga terjadi percepatan pembangunan 

kesehatan baik di tingkat nasional dan daerah. Melalui kegiatan ini masing-masing 

koordinator wilayah perlu melakukan pendampingan implementasi transformasi 

kesehatan melalui fokus area prioritas dan urgensi di masing-masing daerah. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/107/2025 

tentang Tim Pembinaan Wilayah disebutkan bahwa Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Lanjutan memiliki tanggung jawab untuk melakukan 

pembinaan di wilayah provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan kegiatan pembinaan 

wilayah bersama pemda DKI Jakarta meliputi:  

a) Koordinasi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas 

b) Microplanning kebutuhan CKG 

c) Koordinasi pelaksanaan CKG di lintas K/L 

d) Pertemuan koordinasi pembinaan wilayah dengan lintas program di Kemenkes 
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6) Standar Pusat Diagnostik 

Pusat diagnostik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penunjang yang 

secara mandiri menyelenggarakan pemeriksaan untuk mendukung penegakkan 

diagnosis, yang meliputi pemeriksaan penunjang radiologi dan laboratorium medis 

secara komprehensif. Selain itu, Pusat Diagnostik dapat menyelenggarakan 

pelayanan lain berupa pemeriksaan skrining, deteksi dini, observasi, dan/atau 

telemedisin dengan tujuan mendukung penegakkan diagnosis. Latar belakang 

pengusulan Pusat Diagnostik sebagai fasilitas pelayanan kesehatan penunjang baru 

adalah mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pemenuhan pelayanan skrining 

dan deteksi dini yang terpadu melalui pemeriksaan laboratorium medis yang 

komprehensif dan pelayanan radiologi dengan menggunakan peralatan yang 

berteknologi tinggi secara terpadu (on stop service). Hal ini akan berdampak 

terhadap penegakan diagnosis dan penentuan terapi yang lebih cepat dimana pasien 

tidak perlu menunggu antrian penjadwalan yang lama dikarenakan terbatasnya 

fasilitas berteknologi tinggi yang dapat diakses masyarakat di Indonesia. Selain itu 

keberadaan Pusat Diagnostik ini akan menarik minat masyarakat yang biasanya 

memanfaatkan fasilitasi pelayanan penunjang diagnostik dengan berobat keluar 

negeri beralih tetap di Indonesia.  

Tujuan penyusunan Standar Pusat DIagnostik ini adalah agar tersedianya 

Standar untuk proses perizinan dan Penyelenggaraan Pusat DIagnostik sebagai 

acuan dalam menyusun instrumen untuk verifikasi dan penetapan perizinan Pusat 

Diagnostik  sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini dilakukan secara 

daring atau hybrid (daring dan luring), yang terdiri dari: 

a) Pertemuan Koordinasi tentang penyelenggaraan Pusat Diagnostik  

b) Penyusunan Draft Standar Pusat Diagnostik 

 
 

 

7) Pedoman Penyelenggaraan Transplantasi Organ dan/atau Jaringan 

Penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/ atau jaringan merupakan 

bagian dari upaya pelayanan kesehatan rujukan yang bersifat komprehensif, 

berteknologi tinggi, dan berisiko tinggi, sehingga harus dilaksanakan secara 

terencana, terstandar, dan akuntabel. Sehingga diperlukan pedoman sebagai acuan 

bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan transplantasi organ dan/atau 

jaringan yang memenuhi aspek keselamatan pasien, mutu pelayanan, etika, serta 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan transplantasi organ dan/ atau jaringan diselenggarakan melalui 

tahapan yang sistematis dan terintegrasi, meliputi proses identifikasi dan penetapan 

donor, seleksi dan persiapan resipien, pelaksanaan tindakan transplantasi, serta 
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tindak lanjut pasca transplantasi. Seluruh tahapan tersebut harus didukung oleh 

sumber daya manusia yang berwenang dan kompeten, sarana prasarana dan alat 

kesehatan yang memadai, sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien, serta 

jejaring rujukan dan koordinasi lintas unit dan lintas sektor. 

Pedoman ini menekankan prinsip legalitas, transparansi, keadilan, dan non 

komersialisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan transplantasi. Proses donor, 

baik dari donor hidup maupun donor meninggal, harus dilaksanakan berdasarkan 

persetujuan yang sah, tanpa paksaan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 

hak asasi manusia. Penetapan indikasi medis, kesesuaian donor–resipien, dan 

prioritas pelayanan dilakukan secara objektif dan berbasis pertimbangan klinis serta 

etika. 

Dalam rangka menjamin mutu dan keberlanjutan pelayanan, rumah sakit 

penyelenggara transplantasi wajib menerapkan tata kelola klinis dan tata kelola 

organisasi yang baik, termasuk pencatatan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi 

berkala, audit medis, serta pembinaan dan pengawasan oleh otoritas yang 

berwenang. Pedoman ini juga menjadi dasar dalam proses perizinan, akreditasi, 

serta peningkatan kapasitas pelayanan transplantasi secara berkelanjutan. Dengan 

adanya pedoman penyelenggaraan pelayanan transplantasi organ dan/atau 

jaringan, diharapkan seluruh rumah sakit penyelenggara transplantasi organ dan/ 

atau jaringan memiliki keseragaman standar dalam pelaksanaan pelayanan, 

sehingga dapat meningkatkan akses, mutu, dan keselamatan pelayanan 

transplantasi serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional. Kegiatan ini 

dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring), yang meliputi: Pertemuan 

Koordinasi, Penyusunan Pedoman, Uji Publik/ Public Hearing. 

  

 

f. Pencapaian Kinerja  

Pada tahun 2025 capaian kinerja jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung 

pelayanan wisata medis mencapai 40 RS. 

No Indikator Target Realisasi 

1. Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan 
wisata medis 

30 RS 40 RS 

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Per tahun 2025 terdapat 40 rumah sakit yang telah memiliki surat ketetapan sebagai RS 

wisata medis. Pencapaian ini melebihi dari target awal tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 
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sebanyak 30 RS. Capaian yang melebihi target ini menunjukkan meningkatnya kesiapan dan 

komitmen rumah sakit dalam mengembangkan pelayanan wisata medis di Indonesia. 

Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan kebijakan pengembangan wisata medis, 

meningkatnya minat rumah sakit dalam menetapkan layanan unggulan berdaya saing, serta 

hasil pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kepada rumah sakit. 

Selain itu, dukungan peningkatan mutu pelayanan, pemenuhan standar keselamatan 

pasien, serta perbaikan tata kelola dan integrasi layanan pendukung turut berkontribusi 

terhadap bertambahnya jumlah rumah sakit yang memenuhi kriteria kesiapan pelayanan 

wisata medis. Capaian ini menjadi indikasi positif dalam penguatan ekosistem wisata medis 

nasional dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas 

layanan wisata medis pada tahun-tahun berikutnya. 

 

h. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator 

Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan wisata medis di wilayahnya:  

No Indikator Target 

2025 

Realisasi TA 

2025 

Capaian II 

TA 2025 

1. Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung 
pelayanan wisata medis 

30 40 133,34% 

 

Target 2025 sebesar 30 RS dan realisasi tahun 2025 sebesar 40 RS. Realisasi tersebut 

diperoleh dari data jumlah kumulatif Surat Ketetapan RS penyelenggara wisata medis yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa target indikator 

kinerja tahun sudah tercapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan, sehingga secara 

linier capaian kinerja sesuai dengan yang diharapkan. 

 

i. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 

Realisasi dan Capaian Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

Realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan 

Realisasi kinerja serta Capaian kinerja sebelumnya karena merupakan indikator baru pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029. 

 

j. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat 

dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, saat ini 

indikator masih dalam awal periode Renstra Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 sehingga 

untuk membandingkan dengan jangka menengah membutuhkan data di tahun selanjutnya: 

Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II TA 

2025 2025 2026 2027 2028 2029 

Jumlah rumah 
sakit yang siap dan 
mendukung 
pelayanan wisata 
medis 

30 34 38 42 45 40 133,34% 
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k. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Capaian realisasi kinerja tahun berjalan belum dapat dibandingkan dengan standar 

nasional karena tidak ada standar nasional. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan 

indikator baru yang mulai diberlakukan pada periode tahun 2025 - 2029. 

 

l. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. Analisis 

melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats): 

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

Tersedianya 
kerangka regulasi 
yang jelas melalui 
penyusunan 
Peraturan Menteri 
Kesehatan tentang 
Pelayanan Wisata 
Medis sebagai dasar 
penyelenggaraan 
dan pembinaan. 

Kesiapan rumah 
sakit yang belum 
merata, khususnya 
terkait sumber daya 
manusia, layanan 
penunjang pasien 
internasional, dan 
tata kelola layanan 
wisata medis. 

Meningkatnya minat 
rumah sakit untuk 
mengembangkan 
layanan unggulan 
berorientasi wisata 
medis. 

Persaingan dengan 
negara lain yang 
telah lebih dahulu 
mengembangkan 
wisata medis 
dengan standar 
internasional. 
 

Dukungan kebijakan 
pemerintah terhadap 
pengembangan 
wisata medis 
sebagai bagian dari 
peningkatan daya 
saing sektor 
kesehatan. 

Keterbatasan 
kapasitas 
pembinaan dan 
supervisi yang 
menyebabkan 
intensitas 
pendampingan 
belum optimal pada 
seluruh rumah sakit 

Potensi kerja sama 
lintas sektor dengan 
industri pariwisata, 
pemerintah daerah, 
dan pemangku 
kepentingan lainnya. 
 

Perubahan 
dinamika global, 
termasuk kondisi 
ekonomi dan 
mobilitas 
internasional, yang 
dapat memengaruhi 
minat wisata medis. 
 

Pelaksanaan 
pendampingan 
teknis, supervisi, 
serta workshop yang 
meningkatkan 
kesiapan dan 
pemahaman rumah 
sakit terhadap 
standar pelayanan 
wisata medis. 

Perbedaan tingkat 
pemahaman dan 
komitmen 
manajemen rumah 
sakit dalam 
pengembangan 
wisata medis 
 

Tren global 
meningkatan 
permintaan layanan 
kesehatan lintas 
negara. 
 

Perbedaan 
kapasitas fiskal dan 
infrastruktur antar 
daerah yang dapat 
memengaruhi 
keberlanjutan 
pengembangan 
layanan. 

Mekanisme verifikasi 
dan penetapan 
rumah sakit yang 
objektif dan 
terstandar, sehingga 
meningkatkan 
kepercayaan rumah 
sakit untuk 
berpartisipasi. 

 Dukungan pemerintah 
daerah terhadap 
pengembangan rumah 
sakit sebagai bagian 
dari strategi ekonomi 
daerah. 
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m. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaat sumber daya secara efektif dan efisien tidak memastikan penggunaan anggaran 

dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, organisasi dapat 

mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, 

sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini Pagu dan Realisasi atas KRO 

yang mendukung pencapaian indikator Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung 

pelayanan wisata medis:  

Kegiatan Pagu Awal Blokir Pagu Tersedia Total Realisasi 

Penyusunan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan tentang 

Pelayanan Wisata 

Medis 

40.950.000 - 40.950.000 31.056.000 

(75,84%) 

Pendampingan 

Teknis dan Supervisi 

Rumah Sakit 

Penyelenggara 

Pelayanan Wisata 

Medis 

552.875.000 - 552.875.000 459.318.132 

(83,08%) 

Monitoring dan 

Evaluasi Penunjang 

Pelayanan 

Kesehatan Lanjutan 

195.740.000 - 195.740.000 183.099.421 

(93.54%) 

Pembinaan Wilayah 

dalam rangka 

Transformasi 

Kesehatan 

85.500.000 - 85.500.000 73.290.000 

(85,72%) 

Standar Pusat 

Diagnostik 

51.750.000 - 51.750.000 15.519.000 

(29,99%) 

Pedoman 

Penyelenggaraan 

Transplantasi Organ 

dan/atau Jaringan 

136.230.000 - 136.230.000 124.102.400 

(91.10%) 

 

n. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 

Dalam hal pencapaian kinerja berikut kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendorong 

pencapaian indikator kinerja Jumlah rumah sakit yang siap dan mendukung pelayanan 

wisata medis:  

1) Penyusunan regulasi sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan wisata 

medis.  
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2) Pendampingan teknis dan supervisi rumah sakit, verifikasi dan penetapan rumah sakit 

penyelenggara wisata medis, pelaksanaan workshop peningkatan kapasitas, serta 

monitoring dan evaluasi secara berkala 

o. Beberapa Hal yang Menjadi Permasalahan terhadap Pencapaian Target 

● Kesiapan rumah sakit yang masih bervariasi, khususnya dalam pemenuhan layanan 

pendukung pasien wisata medis. 

● Keterbatasan sumber daya dan waktu dalam pelaksanaan pendampingan dan 

supervisi secara intensif. 

● Koordinasi lintas sektor yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam mendukung 

ekosistem wisata medis. 

p. Pemecahan Masalah 

● Penguatan pendampingan teknis secara bertahap dan berbasis prioritas pada rumah 

sakit yang belum memenuhi seluruh kriteria kesiapan. 

● Optimalisasi pemanfaatan workshop dan forum koordinasi sebagai sarana 

penyamaan persepsi dan berbagi praktik baik. 

● Peningkatan sinergi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk 

mendukung integrasi layanan wisata medis secara berkelanjutan. 

 

● IKK 14.1.4 Persentase/Kabupaten Kota Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di 

Wilayahnya 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pelayanan darah  merupakan salah satu upaya 

kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar untuk penyembuhan 

penyakit dan pemulihan kesehatan yang terdiri atas pengelolaan darah dan pelayanan 

transfusi darah. Pelayanan darah bertujuan untuk menyediakan darah yang aman dan 

bermutu dan memudahkan akses memperoleh darah dan informasi tentang ketersediaan 

darah. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tersebut juga menegaskan bahwa 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin ketersediaan darah. 

World Health Organization (WHO) merekomendasikan jumlah stok darah minimal 2% dari 

jumlah penduduk di satu wilayah kabupaten/kota dalam setahun. 

 

a. Definisi Operasional 

Persentase kabupaten/kota yang mampu memenuhi kebutuhan darah di wilayahnya 

sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) untuk negara berkembang, yaitu 

ketersediaan darah minimal sebesar 2% dari jumlah penduduk pada masing-masing 

kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun. 

 

b. Cara Perhitungan (Rumus) 

Cara perhitungan persentase kabupaten/kota memenuhi standar kebutuhan darah di 

wilayahnya ini dilakukan dengan menilai kemampuan pemenuhan kebutuhan darah pada 

masing-masing kabupaten/kota. Suatu kabupaten/kota dinyatakan memenuhi standar 

kebutuhan darahnya apabila Unit Pengelola Darah (UPD) di wilayah tersebut mampu 

menyediakan darah dalam jumlah minimal sebesar 2% dari total jumlah penduduk 

kabupaten/kota dalam periode satu tahun. Selanjutnya, persentase kabupaten/kota yang 
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memenuhi standar kebutuhan darah dihitung dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota 

yang memenuhi standar tersebut dengan jumlah seluruh kabupaten/kota di Indonesia (514 

kabupaten/kota), kemudian dikalikan 100 persen. 

 

c. Penjelasan 

Indikator kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang Memenuhi Standar Kebutuhan Darah 

di Wilayahnya dihitung dengan membandingkan jumlah kabupaten/kota yang memenuhi 

standar kebutuhan darah dalam satu tahun sebagai nominator terhadap jumlah seluruh 

kabupaten/kota di Indonesia sebagai denominator. Target capaian kinerja indikator ditetapkan 

sebesar 20%. Data capaian indikator diperoleh dari data rutin program yang dikumpulkan dari 

laporan UPD Triwulanan ke-empat yang disampaikan pada bulan Desember 2025. 

 

d. Rencana Aksi yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi Dan 

Tata Kerja Kementerian Kesehatan Pasal 100 disebutkan bahwa Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian 

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengembangan kesehatan rujukan salah satunya adalah program pelayanan darah.  

Dalam rangka pencapaian target indikator yang sudah direncanakan melalui draf rencana 

aksi, Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan melaksanakan program tahun 

2025 yang terdiri dari: 

1) Penyiapan perumusan kebijakan terkait Pelayanan Darah; 

2) Pelaksanaan kebijakan terkait Pelayanan Darah; 

3) Penyiapan penyusunan NSPK terkait Pelayanan Darah; 

4) Bimtek dan supervisi terkait Pelayanan Darah; dan  

5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait Pelayanan Darah. 

 

e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Target 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target diantaranya adalah: 

1) Koordinasi Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah 

(UPD) 

Darah dan produk darah merupakan komponen esensial dalam layanan kesehatan 

karena darah dan produk darah tersebut sangat dibutuhkan untuk penanganan 

kegawatdaruratan medis, operasi besar, persalinan dengan perdarahan, penanganan 

trauma, penyakit kronis seperti thalassemia, anemia berat, hemofilia, kanker, gagal ginjal, 

serta kondisi lain. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pada UPD maka 

harus dilakukan dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi kepada UPD. Dengan 

adanya monitoring dan evaluasi pada UPD ini maka pelayanan darah yang dilakukan 

UPD akan dapat memenuhi akuntabilitas dan standar nasional. 

Koordinasi penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi UPD dilakukan untuk 

menentukan langkah awal penyusunan pedoman, mengidentifikasi pihak-pihak terkait 

yang akan berkontribusi dalam penyusunan pedoman, dan substansi yang akan 

dituangkan ke dalam pedoman yang disusun.  
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2) Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah 

Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi UPD bertujuan untuk menjamin 

pelaksanaan setiap tahapan pelayanan darah yang dilakukan telah sesuai dengan 

standar mutu, keselamatan pasien, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, penyusunan pedoman ini juga bertujuan untuk mendeteksi permasalahan 

dalam siklus pengelolaan darah termasuk donor reaktif dan kejadian tidak diinginkan 

sejak dini, mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan program pelayanan darah 

berdasarkan data yang valid, serta memastikan pembelajaran sistemik serta tindak lanjut 

dari hasil monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas dan keselamatan transfusi 

darah. 

Penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi UPD melibatkan stakeholder terkait 

baik dari lintas program di Kementerian Kesehatan, rumah sakit vertikal milik Kementerian 

Kesehatan, maupun lintas sektor seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

dan World Health Organization (WHO). 

3) Uji Publik/Public Hearing Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah 

Hasil akhir penyusunan pedoman monitoring dan evaluasi Unit Pengelola Darah 

(UPD) disampaikan kembali kepada lintas program dan  lintas sektor terkait untuk 

mendapatkan masukan lebih lanjut terhadap substansi yang disusun. Hasil masukan dari 

lintas program dan lintas sektor menjadi bahan masukan untuk perbaikan pedoman lebih 

lanjut. 

  

 

4) Koordinasi pelayanan darah di Fasyankes sesuai standar 

Dalam rangka mencapai target kinerja implementasi pelayanan darah di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai standar, dilaksanakan upaya pembinaan yang 

terarah dan berkelanjutan melalui rapat koordinasi sebagai sarana penyamaan persepsi, 

koordinasi awal, dan evaluasi awal pelaksanaan pembinaan pelayanan darah. Rapat 

koordinasi ini digunakan untuk melakukan pemetaan dan identifikasi kondisi pelayanan 

darah di Fasyankes, baik dalam aspek pengelolaan darah maupun pelayanan transfusi 

darah, termasuk Fasyankes yang telah dan belum memenuhi standar. 

Hasil pemetaan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana tindak 

lanjut pembinaan serta penetapan prioritas intervensi guna meningkatkan mutu dan 

keselamatan pelayanan darah di Fasyankes secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, 

sehingga mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. 
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5) Workshop Implementasi Pelayanan Darah di Fasyankes Sesuai Standar 

Workshop implementasi pelayanan darah dilaksanakan sebagai kegiatan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pemberian pengetahuan, 

penyegaran, serta sharing of knowledge secara luring kepada dokter dan tenaga 

kesehatan di Fasyankes, khususnya yang terlibat dalam pengelolaan darah dan 

pelayanan transfusi darah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan darah yang aman, 

bermutu, dan sesuai standar. 

Workshop dilaksanakan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, 

termasuk Unit Pengelola Darah (UPD), rumah sakit, Palang Merah Indonesia (PMI), serta 

Dinas Kesehatan. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan pelayanan darah, 

kebijakan akreditasi UPD, penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) di UPD, 

kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dan bank plasma, percepatan 

pemenuhan tenaga teknisi pelayanan darah, serta pengembangan sistem informasi 

pelayanan darah di UPD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional 

(SIKN). Melalui pelaksanaan workshop ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas dan 

sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan 

darah yang terstandar dan berkelanjutan. 

6) Bimbingan Teknis Pelayanan Darah di Fasyankes Sesuai Standar 

Bimbingan teknis pelayanan darah dilaksanakan melalui kunjungan lapangan 

secara langsung dalam bentuk pendampingan dengan menghadirkan narasumber ahli 

untuk memberikan materi dan asistensi terkait program dan kegiatan pelayanan darah. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program agar berjalan sesuai 

ketentuan serta berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Penentuan lokus bimbingan teknis dilakukan berdasarkan provinsi atau 

kabupaten/kota yang belum memenuhi target pemenuhan kebutuhan darah sebesar 2% 

dari jumlah penduduk. Bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan kemampuan dan 

kompetensi rumah sakit serta Unit Pengelola Darah (UPD) dalam penyelenggaraan 

pelayanan darah sesuai standar. Selain pendampingan teknis, kegiatan ini juga 

dimanfaatkan untuk sosialisasi dan diskusi implementasi Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 11 Tahun 2025, uji coba instrumen serta penyusunan pedoman monitoring dan 

evaluasi (monev) UPD, serta penggalian masukan dari lapangan sebagai bahan 

penyusunan kebijakan turunan berupa Keputusan Menteri Kesehatan. Melalui upaya ini, 

diharapkan pelayanan darah di daerah sasaran dapat meningkat secara terarah dan 

berkelanjutan 
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f. Pencapaian Kinerja 

Target capaian kinerja indikator persentase kabupaten/kota yang memenuhi kebutuhan 

darah di wilayahnya di tahun 2025 adalah 20% kabupaten/kota. Per semester II Tahun 2025 

terdapat 20,4% kabupaten/kota terlaporkan telah memenuhi kebutuhan darah di wilayahnya. 

No Indikator Target Realisasi 

1. Persentase Kabupaten Kota Memenuhi Standar 

Kebutuhan Darah di wilayahnya 

20% 20,4% 

 

g. Analisa Capaian Kinerja 

Penghitungan capaian target jumlah kabupaten/kota yang mampu memenuhi kebutuhan 

darah di wilayahnya sebesar minimal 2% dari jumlah penduduk diperoleh melalui rekapitulasi 

laporan triwulanan Unit Pengelola Darah (UPD), dengan fokus utama pada laporan Triwulan 

IV. Dari total 604 UPD yang terdaftar sebagai pelapor, sebanyak 420 UPD menyampaikan 

laporan melalui formulir pelaporan. Setelah dilakukan proses pembersihan dan verifikasi data 

(data cleaning), terdapat 400 UPD dengan laporan yang dinilai valid dan dapat digunakan, 

atau sekitar 66% dari total seluruh UPD. 

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, tercatat sebanyak 105 kabupaten/kota yang 

telah memenuhi standar pemenuhan kebutuhan darah di wilayahnya, sehingga capaian 

indikator mencapai 20,4%. Dengan demikian, target tahun 2025 sebesar 20% kabupaten/kota 

yang memenuhi standar kebutuhan darah telah berhasil tercapai. 

 

h. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 

Berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator 

persentase kabupaten/kota memenuhi standar kebutuhan darah di wilayahnya:  

No Indikator Target 

2025 

Realisasi TA 

2025 

Capaian II 

TA 2025 

1. Persentase Kabupaten Kota Memenuhi 

Standar Kebutuhan Darah di wilayahnya 

20% 20,4% 102% 

 

Target 2025 sebesar 20% dari realisasi target 2025 sebesar 20,4%. Realisasi tersebut 

diperoleh dari jumlah kabupaten/kota yang memenuhi standar kebutuhan darah di wilayahnya 

dibagi jumlah kabupaten/kota di Indonesia dikali dengan 100%.  

Apabila dibandingkan antara target dan realisasi maka capaian pada TA 2025 adalah 

102% atau lebih 2% dari target.  

 

i. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan 

Realisasi dan Capaian Beberapa Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

Realisasi kinerja serta Capaian kinerja tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan 

Realisasi kinerja serta Capaian kinerja sebelumnya karena merupakan indikator baru pada 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025 - 2029. 
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j. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat 

dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 

Berikut tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, saat ini 

indikator masih dalam awal periode Renstra Kementerian Kesehatan 2025 - 2029 sehingga 

untuk membandingkan dengan jangka menengah membutuhkan data di tahun selanjutnya: 

 

Indikator Target Realisasi 

SMT II TA 

2025 

Capaian 

SMT II TA 

2025 2025 2026 2027 2028 2029 

Persentase 

Kabupaten/ Kota 

Memenuhi Standar 

Kebutuhan Darah 

di wilayahnya 

20% 35% 55% 75% 95% 20,4% 102% 

 

 

k. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Capaian realisasi kinerja tahun berjalan belum dapat dibandingkan dengan standar 

nasional karena tidak ada standar nasional. Hal ini dikarenakan indikator ini merupakan 

indikator baru yang mulai diberlakukan pada periode tahun 2025 - 2029. 

 

l. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja 

serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 

Berikut analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun 

kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja dalam pelaksanaan program. Analisis 

melalui pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats): 

Strengths 

(Kekuatan) 

Weaknesses 

(Kelemahan) 

Opportunities 

(Peluang) 

Threats 

(Ancaman) 

1. Sejalan dengan amanat 

PP Nomor 28 Tahun 

2024 bahwa Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah 

Daerah bertanggung 

jawab atas ketersediaan 

darah dengan 

penyelenggaraan 

pelayanan darah yang 

aman, mudah diakses, 

dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; 

2. Berdasarkan Permenkes 

Nomor 12 Tahun 2025 

tentang Rencana 

1. Dukungan kebijakan 

daerah yang belum 

tersedia; 

2. Kurangnya upaya 

pengerahan dan 

pelestarian donor di 

daerah; 

3. Akses dan distribusi 

yang tidak merata; 

4. Masih terbatasnya 

kompetensi  SDM, 

Kesehatan;  

5. Belum adanya 

sistem informasi 

pelayanan darah 

1. UPD dapat 

diselenggarakan oleh 

Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, dan/atau 

organisasi 

kemanusiaan yang 

tugas pokok dan 

fungsinya di bidang 

kepalangmerahan 

Indonesia sesuai 

dengan ketentuan 

peraturan perundang-

undangan; 

9. Kurangnya 

dukungan kebijakan 

dan anggaran 

Pemda dalam 

peningkatan akses 

UPD; 

10. Efisiensi 

anggaran; dan 

11. Keterjangkauan 

jaringan internet 

yang terbatas dalam 

pencatatan dan 

pelaporan. 
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Strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2025 – 

2029 yang memuat 

sasaran kegiatan 

“meningkatnya 

kabupaten/kota yang 

memenuhi standar 

kebutuhan darah di 

wilayahnya” dengan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) berupa 

pemenuhan kebutuhan 

darah sebesar 2% dari 

jumlah penduduk di 

setiap kabupaten/kota. 

3. Organisasi 

kepalangmerahan 

mendukung dalam 

penyediaan darah   

secara nasional; dan 

6. Pelaporan manual 

sangat 

membutuhkan 

kepatuhan dari 

petugas UPD.  

2. Kemudahan perizinan 

berusaha UPD melalui 

OSS; 

3. Pengembangan 

Sistem Informasi 

Manajemen UPD yang 

terintegrasi oleh SIKN; 

4. Kolaborasi dengan 

instansi dalam rangka 

pemenuhan 

kebutuhan darah; 

5. Pemberian 

penghargaan bagi 

donor aktif oleh 

Pemda atau 

Pemerintah Pusat; 

6. Peningkatan akses 

UPD bagi Kab/Kota 

yang belum memiliki, 

dan penguatan sarana 

prasarana dan alat 

kesehatan melalui 

Dana Alokasi Khusus; 

dan 

7. Membentuk Jejaring 

dalam pengerahan 

donor, pemeriksaan 

IMLTD dan distribusi.  

8. Ketersediaan media 

sosial untuk 

melakukan 

penyebaran informasi 

 

m. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi sumber daya merupakan faktor kunci dalam mencapai kinerja yang optimal. 

Pemanfaat sumber daya secara efektif dan efisien tidak memastikan penggunaan anggaran 

dan tenaga kerja yang tepat sasaran, tetapi juga meminimalkan pemborosan dan 

meningkatkan produktivitas. Dengan mengelola sumber daya secara efisien, organisasi dapat 

mencapai target kinerja dengan biaya yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat, 

sekaligus menjaga kualitas hasil yang diharapkan. Berikut ini Pagu dan Realisasi atas KRO 

yang mendukung pencapaian indikator Persentase Kabupaten/ Kota Memenuhi Standar 

Kebutuhan Darah di wilayahnya:  

Kegiatan Pagu Awal Blokir Pagu Tersedia Total Realisasi 

2090.BDB.105 

Implementasi 

 - 176.063.000 154.065.715 

(83,72%) 
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Pelayanan Darah di 

Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan sesuai 

Standar 

2090.AFA.107 

Pedoman 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Darah 

 - 184.026.000 159.802.118 

(90,76%) 

Langkah-langkah efisiensi sumber daya yang dilakukan di antaranya: 

1) Optimalisasi donor darah sukarela dan rutin yang dapat dicapai melalui peningkatan 

jumlah donor darah sukarela dengan cara mengurangi ketergantungan pada donor darah 

pengganti. 

2) Melakukan perencanaan darah berbasis data. Perencanaan kebutuhan darah didasarkan 

pada analisis data historis sesuai dengan kebutuhan wilayah, serta adanya antisipasi 

lonjakan kebutuhan akibat bencana, wabah, serta faktor musiman. 

3) Sistem manajemen stok dan distribusi yang terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi 

sumber daya. Penentuan prioritas distribusi berdasarkan kebutuhan klinis dapat menjadi 

salah satu faktor efisiensi pemenuhan kebutuhan darah. 

4) Standarisasi proses dan peningkatan mutu pelayanan dengan penerapan standar 

prosedur operasional (SPO) yang seragam dalam pengumpulan, pengujian, 

penyimpanan, hingga distribusi darah serta pengendalian mutu untuk mencegah 

kerusakan darah dan komponen darah. 

5) Optimalisasi sumber daya manusia kesehatan (SDMK) dengan menempatkan SDMK 

sesuai beban kerja dan kompetensi serta pelatihan pelatihan kepada SDMK secara 

berkala akan meningkatkan efisiensi pelayanan darah. 

6) Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berupa sistem informasi donor dan stok 

darah terintegrasi secara nasional. 

7) Pencegahan pemborosan kehilangan darah dari pemusnahan produk darah yang tidak 

sesuai standar dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pengujian darah serta 

pengelolaan masa simpan darah yang ketat, disertai evaluasi penyebab darah rusak atau 

tidak terpakai. 

 

n. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Penyataan 

Kinerja 

Keberhasilan pemenuhan kebutuhan darah di daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen 

kepala daerah dan jajaran perangkat daerah, yang diwujudkan melalui dukungan kebijakan 

daerah seperti Peraturan Bupati/Wali Kota atau Surat Edaran terkait donor darah, alokasi 

anggaran untuk bantuan operasional Unit Pengelola Darah, serta keterlibatan aktif dinas 

kesehatan. Kabupaten/kota yang berhasil memenuhi kebutuhan darah di wilayahnya 

umumnya memiliki Unit Pengelola Darah yang berfungsi secara optimal, sehingga 

ketersediaan darah lebih stabil dan risiko kekurangan stok dapat diminimalkan. 

Partisipasi masyarakat, khususnya melalui pendonor sukarela dan rutin, merupakan 

faktor kunci keberhasilan karena keberlanjutan suplai darah tidak hanya bergantung pada 

donor pengganti. Daerah yang berhasil juga secara konsisten melaksanakan edukasi dan 

kampanye donor darah yang terstruktur dan berkelanjutan melalui pemanfaatan media lokal, 

media sosial daerah, serta pelibatan tokoh agama. 
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Selain itu, pengelolaan sistem informasi dan manajemen stok darah yang baik berperan 

penting dalam meningkatkan efisiensi, antara lain melalui pemantauan stok secara real-time, 

perencanaan kebutuhan berbasis data historis dan tren, serta penerapan sistem peringatan 

dini untuk mencegah kekosongan stok. Keberhasilan pemenuhan kebutuhan darah semakin 

diperkuat dengan adanya sinergi dan koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, 

meliputi organisasi kepalangmerahan, dinas kesehatan, rumah sakit, dan pemerintah daerah, 

sehingga distribusi darah lebih merata dan respons terhadap lonjakan kebutuhan dapat 

dilakukan secara cepat. 

Dalam hal pencapaian kinerja berikut kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendorong 

pencapaian indikator kinerja Persentase Kabupaten/ Kota Memenuhi Standar Kebutuhan 

Darah di wilayahnya:  

● Koordinasi Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah (UPD); 

● Penyusunan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah; 

● Uji Publik/Public Hearing Pedoman Monitoring dan Evaluasi Unit Pengelola Darah; 

● Koordinasi pelayanan darah di Fasyankes Sesuai Standar; 

● Workshop Implementasi Pelayanan Darah di Fasyankes Sesuai Standar; dan 

● Bimbingan Teknis Pelayanan Darah di Fasyankes Sesuai Standar. 

 

o. Beberapa Hal yang Menjadi Permasalahan terhadap Pencapaian Target 

1) Keterbatasan Donor Darah 

a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi donor darah secara rutin. 

b) Mitos, ketakutan, dan kurangnya edukasi tentang pentingnya donor darah. 

c) Keterbatasan akses dan fasilitas donor darah di beberapa daerah, terutama di 

wilayah terpencil dan kurang berkembang. 

2) Kualitas dan Keamanan Darah 

a) Risiko transfusi darah yang tidak aman akibat kurangnya proses skrining dan 

pengujian yang memadai. 

b) Kendala dalam memastikan kualitas darah yang cukup dan memenuhi standar 

kesehatan. 

3) Distribusi dan Stok Darah 

a) Ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan darah, terutama selama 

situasi darurat atau bencana. 

b) Distribusi darah yang tidak merata antar daerah, menyebabkan kekurangan di 

daerah tertentu dan kelebihan di daerah lain. 

4) Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya 

a) Keterbatasan fasilitas penyimpanan darah yang memadai, seperti bank darah 

dan sistem cold chain. 

b) Kurangnya tenaga medis dan petugas yang terlatih dalam proses 

pengumpulan, pengujian, dan distribusi darah. 

5) Kendala Regulasi dan Kebijakan 

a) Peraturan dan standar yang belum sepenuhnya konsisten atau 

diimplementasikan secara optimal. 

b) Kurangnya program nasional yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi masyarakat dalam donor darah. 

6) Permasalahan Sosial dan Budaya 

a) Mitos dan kepercayaan yang kurang mendukung kebiasaan donor darah. 

b) Kurangnya edukasi tentang pentingnya donor darah secara rutin untuk 

kebutuhan medis dan darurat 
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p. Pemecahan Masalah 

• Meningkatkan kampanye nasional donor darah rutin melalui media massa, media 

sosial, dan tokoh masyarakat. 

• Mengintegrasikan edukasi donor darah ke dalam program pendidikan, kegiatan 

ASN/TNI/Polri, BUMN, dan sektor swasta. 

• Mengembangkan sistem donor darah terjadwal dan berbasis komunitas (kantor, 

kampus, tempat ibadah). 

• Memperluas layanan donor darah keliling (mobile unit) terutama ke daerah terpencil 

dan tertinggal. 

• Memberikan insentif non-finansial bagi pendonor rutin, seperti penghargaan, 

sertifikat, atau layanan kesehatan dasar. 

• Memperkuat standar skrining dan pengujian darah sesuai standar nasional dan 

internasional. 

• Meningkatkan ketersediaan alat uji dan reagen yang berkualitas di seluruh unit 

pengelola darah. 

• Melakukan pelatihan dan sertifikasi berkala bagi petugas unit pengelola darah. 

• Mengembangkan sistem audit mutu dan pengawasan berkala terhadap unit 

pengelola darah. 

• Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk pelacakan mutu darah dari donor 

hingga transfusi. 

• Membangun sistem manajemen stok darah terintegrasi secara nasional dan real-

time. 

• Menyusun mekanisme redistribusi darah antarwilayah untuk mengatasi kekurangan 

dan kelebihan stok. 

• Menyiapkan cadangan darah nasional untuk kondisi darurat, bencana, dan wabah. 

• Memperkuat koordinasi antara organisasi kepalangmerahan, rumah sakit, dan 

pemerintah daerah dalam perencanaan kebutuhan darah. 

• Mengembangkan jejaring logistik darah berbasis wilayah regional. 

• Meningkatkan pembangunan dan modernisasi unit pengelola darah serta fasilitas 

penyimpanan dengan sistem cold chain. 

• Menyediakan dukungan anggaran untuk peralatan penyimpanan dan transportasi 

darah. 

• Menambah dan pemerataan tenaga kesehatan yang kompeten melalui rekrutmen 

dan penugasan khusus. 

• Melaksanakan pelatihan teknis berkelanjutan bagi petugas pengumpulan, pengujian, 

dan distribusi darah. 

• Mengoptimalkan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra swasta. 

• Harmonisasi dan penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan dan pelayanan darah. 

• Memperkuat implementasi standar prosedur operasional (SPO) di seluruh unit 

pengelola darah. 

• Menyusun dan menjalankan program nasional donor darah berkelanjutan lintas 

sektor. 

• Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengawasan 

pemenuhan kebutuhan darah. 

• Menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkala. 
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• Melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam kampanye donor 

darah. 

• Mengembangkan materi edukasi yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya lokal. 

• Menyebarluaskan testimoni pendonor dan penerima manfaat darah untuk 

meningkatkan kepercayaan publik. 

• Melaksanakan edukasi berkelanjutan mengenai manfaat donor darah bagi 

kesehatan dan kemanusiaan. 

• Menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan kepedulian sosial. 

● IKK.17.4.1. Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Redistribusi 

Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP Swasta 

a. Definisi operasional: 

Persentase kabupaten/kota yang telah berkomitmen untuk melaksanakan redistribusi 

kepesertaan dari puskesmas ke klinik pratama atau praktik mandiri dokter yang telah 

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku (meliputi standar rasio 

ketersediaan dokter dibanding jumlah kepesertaan, jumlah peserta maksimal, dan jumlah 

waktu praktik dokter dalam satu hari berdasarkan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/2194/2023 

serta kabupaten/kota telah tersosialisasi terkait konsep redistribusi). Komitmen yang 

dimaksud didapatkan setelah dilakukan proses mapping bersama BPJS Kesehatan dan Dinas 

Kesehatan setempat dan selanjutnya dilakukan advokasi dengan Kepala Daerah untuk 

diperoleh komitmennya. Komitmen ini dituangkan dalam surat pernyataan Kepala Daerah 

untuk melakukan redistribusi di lokus hasil pemetaan pemindahan kepesertaan JKN dari 

Puskesmas ke klinik pratama atau praktik mandiri dokter, untuk selanjutnya proses 

perpindahan ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan atau Asosiasi 

Fasyankes sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 82/2018 tentang Jaminan 

Kesehatan. 

 

b. Cara perhitungan 

Jumlah kabupaten/kota yang telah berkomitmen untuk melaksanakan redistribusi 

kepesertaan dari satu atau lebih puskesmas ke klinik pratama atau praktik mandiri dokter yang 

telah bekerjasama dengan BPJS dibuktikan dengan adanya komitmen dari kepala daerah, 

pemetaan FKTP dan sasaran dari BPJS Kesehatan, dan Kabupaten/kota yang sudah 

tersosialisasi dibagi dengan Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan untuk 

dilakukan redistribusi kepesertaan dikali 100. 

  

c. Rencana aksi yang dilakukan untuk mencapai target 

Dalam rangka meningkatkan peran fasilitas pelayanan kesehatan primer milik swasta 

dalam pelayanan program prioritas bagi masyarakat, Pemerintah dan pemerintah daerah 

mendorong Puskesmas agar melakukan kerja sama serta kolaborasi dengan FKTP lain dalam 

mendukung pelayanan program prioritas (TB, DM dan Hipertensi). Kementerian Kesehatan 

berupaya menyusun pedoman yang diperlukan sebagai acuan pelaksanaan program integrasi 

pelayanan Puskesmas dengan FKTP lainnya yang dikeluarkan dalam bentuk Keputusan 

Dirjen Yankes No 8463 Tahun 2023, dan untuk mempermudah penggunaan, pemahaman 

pedoman dengan bentuk, desain dan bahasa yang lebih sederhana, maka diperlukan 

Petunjuk teknis (Juknis) berupa buku saku Pemerintah pusat juga melakukan implementasi 

serta sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka memperoleh dukungan program/kegiatan 
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serta mengupayakan dukungan dana dari Pusat melalui dana dekonsentrasi atau pembiayaan 

lainnya. Indikator ini tidak lagi dipantau oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Ditjen 

Pelayanan Kesehatan pada periode 2025-2029 dikarenakan perubahan tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan. 

d. Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai target 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target tidak dilaksanakan 

oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Ditjen Pelayanan Kesehatan pada tahun 

anggaran 2025. Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang menetapkan adanya perubahan struktur serta 

tugas dan fungsi unit utama selaku pengampu indikator pada periode 2022-2024.  

 

e. Pencapaian kinerja 

Target capaian kinerja indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan 

Redistribusi Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP Swasta  di tahun 2025 adalah sebesar 

100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah kabupaten/kota yang telah melaksanakan redistribusi 

kepesertaan dari satu atau lebih puskesmas ke klinik pratama atau praktek mandiri yang telah 

bekerjasama dengan BPJS dibagi dengan jumlah kabupaten kota yang memenuhi ketentuan 

untuk dilakukan redistribusi kepesertaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS 

Kesehatan terkait pelaksanaan redistribusi kepesertaan BPJS meliputi kabupaten/kota Bangli, 

Buleleng, Lampung Timur, Subang, Brebes, Cilacap, Maros, Gowa, Kota Makassar, Ogan 

Komering Ilir, Kuningan,  Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kota Pontianak. Kabupaten/kota 

terkait telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memenuhi ketentuan untuk dilakukan 

redistribusi kepesertaan BPJS (meliputi standar rasio ketersediaan dokter dibanding jumlah 

kepesertaan, jumlah peserta maksimal, jumlah waktu praktek dokter dalam satu hari, 

kabupaten/kota telah tersosialisasi dan mendapatkan persetujuan komitmen dari kepala 

daerah setempat. Untuk pencapaian target ini tahun 2025 ini menggunakan capaian kinerja 

pada tahun 2024 karena pada tahun 2025 indikator ini sudah tidak masuk dalam usulan 

indikator yang baru tahun 2025-2029 dan hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 

2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang menetapkan adanya 

perubahan struktur serta tugas dan fungsi unit utama selaku pengampu indikator pada periode 

2022-2024. 

 

Indikator 2025 

Target Realisasi Capaian 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Redistribusi Kepesertaan 
dari Puskesmas ke FKTP Swasta 

100% 100% 100% 

 

f. Analisa capaian kinerja 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas 

Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan BPJS 

Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan di FKTP 

bahwa yang berhak melaksanakan Redistribusi Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP 

Swasta adalah BPJS Kesehatan. Untuk proses pelaksanaan redistribusi kepesertaan JKN 

dari Puskesmas ke FKTP lain atau swasta, Kementerian Kesehatan melakukan koordinasi 

dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota 
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terkait Indikator “Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Redistribusi Kepesertaan 

dari Puskesmas ke FKTP Swasta” dan di unit teknis menurunkan KMK Nomor 

HK.01.07/Menkes/2194/2023 Tentang Rasio Dokter Dan Dokter Gigi Terhadap Kepesertaan 

Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dalam 

Rangka Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan menjadi salah satu dasar dalam 

mencapai capaian indikator kinerja pada Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan Tahun 2025 adalah 100% (14 kab/kota) yang melaksanakan redistribusi kepesertaan 

JKN dari Puskesmas ke FKTP  Swasta.   

 

Indikator Capaian Indikator Kinerja TA 2025 

Provinsi Kab/Kota Realisasi 

Persentase Kabupaten/Kota 
Yang Melaksanakan 
Redistribusi Kepesertaan dari 
Puskesmas ke FKTP Swasta 

Bali Buleleng, 1 

Bangli 1 

Jawa Tengah Brebes 1 

Cilacap 1 

Lampung Lampung Timur 1 

Jawa Barat Subang 1 

Kuningan 1 

Sulawesi Selatan Maros 1 

Makassar 1 

Gowa 1 

Sumatera Selatan Ogan Komering 
Ulir 

1 

DI Yogyakarta Kota Yogyakarta 1 

Gn. Kidul 1 

Kalimantan Barat Kota Pontianak 1 

  Jumlah kab/kota 14 

 

g. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 

Target kumulatif indikator yang harus dicapai tahun 2025 adalah 100% atau 14 kab/kota. 

Perhitungan realisasi indikator dilakukan dengan cara mendata jumlah kabupaten/kota yang 

telah berkomitmen untuk melaksanakan redistribusi kepesertaan dari satu atau lebih 

puskesmas ke klinik pratama atau praktik mandiri dokter yang telah bekerjasama dengan 

BPJS yang dibuktikan dengan adanya komitmen dari kepala daerah, pemetaan FKTP dan 

sasaran dari BPJS Kesehatan, dan Kabupaten/kota yang sudah tersosialisasi dibagi dengan 

Jumlah kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan untuk dilakukan redistribusi kepesertaan 

dikali 100. 
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Indikator 2025 

Target Realisasi Capaian 

Persentase Kabupaten/Kota yang 
Melaksanakan Redistribusi Kepesertaan 
dari Puskesmas ke FKTP Swasta 

100% 100% 100% 

 

h. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Realisasi dan Capaian 

Beberapa Tahun Terakhir 

Jika dibandingkan dengan data capaian tahun 2022-2023 terdapat peningkatan capaian 

kabupaten atau kota yang melaksanakan redistribusi kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP 

Swasta. Capaian indikator tahun 2025 Capaian indikator tahun 2025 cenderung stagnan pada 

jika dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan struktur serta tugas 

dan fungsi unit utama selaku pengampu indikator pada periode 2022-2024. Sesuai dengan 

Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2022 sehingga 

tidak dapat dibandingkan dengan target maupun capaian di tahun 2020 dan 2021. 

 

Indikator 2022 2023 2024 2025 

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 

Persentase Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan Redistribusi 
Kepesertaan dari Puskesmas ke 
FKTP Swasta 

25% 25% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 

 

i. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah 

Kegiatan yang mendukung realisasi kinerja tahun 2024 telah terlaksana sesuai rencana 

sehingga capaian target indikator menghasilkan output yang sesuai dengan target. Oleh 

karena itu capaian Persentase puskesmas yang melakukan kolaborasi dengan FKTP lain 

dalam mendukung pelaksanaan program prioritas telah tercapai dan memenuhi target jangka 

menengah. 

 

j. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

Belum ada data pembanding secara nasional terkait Persentase Kabupaten/Kota Yang 

Melaksanakan Redistribusi Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP Swasta sehingga tidak 

dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja. 

 

k. Beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap pencapaian target antara lain: 

Beberapa hal yang menjadi masalah terhadap pencapaian target tahun 2025 tidak ada, 

karena indikator ini adalah indikator tahun 2024 yang digunakan hanya untuk pentegingan 

angaran existing direktorat pelayanan kesehatan primer, sedangkan anggaran tahun 2025 

tidak tersedia. Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 

 

l. Dengan masih terdapatnya beberapa tantangan maka alternatif solusi yang dapat 

dilakukan adalah: 
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Tantangan yang ada di tahun 2025 tidak ada terkait indikator “Persentase 

Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Redistribusi Kepesertaan dari Puskesmas ke FKTP 

Swasta”, karena indikator tersebut digunakan hanya untuk pentegingan kegiatan existing 

pada direktorat pelayanan kesehatan primer, sedangkan pada tahun 2025 sudah ada 

perubahan struktur organisasi sesuai Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang menetapkan adanya perubahan struktur serta 

tugas dan fungsi unit utama selaku pengampu indikator pada periode 2022-2024. 

 

 

m. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target tidak dilaksanakan 

pada tahun anggaran 2025. Hal ini mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang menetapkan adanya perubahan 

struktur serta tugas dan fungsi unit utama selaku pengampu indikator pada periode 2022-

2024. 

 

n. Efisiensi Sumber Daya 

Analisis efisiensi sumber daya tidak dapat dilakukan karena tidak ada alokasi anggaran 

yang diberikan untuk mendukung capaian indikator pada tahun 2025. Kebijakan ini 

menyesuaikan dengan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Permenkes 

Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 

 

 

Program Dukungan Manajemen 

 

Indikator Kinerja Direktif (IKD) Tahun 2025 

● IKD Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan  

a. Definisi Operasional: 

Persentase jumlah anggaran yang telah digunakan selama 1 tahun periode anggaran 

dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja. 

 

b. Cara Perhitungan : 

Total realisasi akhir pada tahun anggaran dibagi dengan alokasi pagu sesuai hasil revisi 

terakhir pada tahun berjalan dikali 100. 

 

c. Pencapaian kinerja 

Total anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah 

sebesar Rp13.882.902.000. Pagu anggaran terbagi menjadi 2 untuk Program Pelayanan 

Kesehatan dan JKN sebesar Rp13.367.040.000 dan untuk Program Dukungan Manajemen 

sebesar Rp 515.862.000. Adapun realisasi anggaran dari masing-masing program yaitu 

Rp12.290.986.401 (97,72%) dan Rp500.308.642 (96,98%) sehingga diperoleh total realisasi 

per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp12.791.295.043 (92,14%).  
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d. Rencana Aksi yang dilakukan untuk pencapaian target 

Dalam rangka pencapaian target Realisasi Anggaran Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan didukung dengan kegiatan Layanan Umum. Layanan Umum 

yang bertujuan untuk mengakomodir kegiatan rutin direktorat, lintas program dan lintas sektor 

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan. 

Layanan umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Bimtek di bidang pelayanan kesehatan 

rujukan, konsultasi dan koordinasi program serta pelaksanaan kegiatan dan dukungan 

kesekretariatan serta administrasi umum. Selain itu terdapat juga kegiatan Sosialisasi 

Program Anti Korupsi dan Manajemen Risiko. Pemantauan realisasi kinerja dilakukan secara 

berkala untuk mendorong realisasi anggaran secara optimal. 

 

  

 

e. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  

Capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Anggaran pada Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dari target 96% dengan realisasi 92,14% 

dengan waktu 2 bulan efektif (1 oktober 2025) anggaran baru terbit karena perubahan struktur 

organisasi sesuai Permenkes 21 tahun 2024. Direktorat existing (Direktorat Pelayanan 

Kesehatan Primer) nilainya berbeda dan lebih tinggi persentasi capaiannya dibandingkan 

dengan direktorat pengembangan pelayanan kesehatan rujukan (SOTK baru) Tahun 2024 

target 96% dan capaian kinerja anggaran 98,95%. Karena adanya perubahan SOTK 

berdampak pada ketersediaan anggaran pada direktorat yang baru yang membutuhkan 

proses revisi indikator (IK) dari direktorat pelayanan kesehatan primer menjadi indikator 

kinerja direktorat pengembangan pelayanan kesehatan rujukan yang anggarannya baru ada 

per 1 oktober 2025. 

 

Target capaian kinerja indikator Persentase Realisasi Anggaran pada Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dari target 96% dengan realisasi 92,14% 

dengan waktu 2 bulan efektif (1 oktober 2025) anggaran baru terbit karena perubahan struktur 

organisasi sesuai Permenkes 21 tahun 2024. Direktorat existing (Direktorat Pelayanan 

Kesehatan Primer) capaian kinerjanya lebih besar diban Maka dapat disimpulkan bahwa 

capaian target indikator adalah sebesar 92,14%. 

 

 

Indikator 
2025 

Target Realisasi 

Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengembagan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan 

96% 92,14% 
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f. Realisasi Anggaran 

Adapun realisasi anggaran dari masing-masing program yaitu Rp12.290.986.401 

(97,72%) dan Rp.500.308.642 (96,98%) sehingga diperoleh total realisasi per tanggal 31 

Desember 2025 sebesar Rp12.791.295.043 (92,14%).  

 

g. Permasalahan 

• Adanya kebijakan perubahan struktur organisasi yang berdampak pada perubahan 

dokumen anggaran (DIPA). 

• DIPA hasil revisi pasca perubahan SOTK baru sesuai Permenkes 21 Tahun 2024 

baru terbit pada bulan Oktober 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan dan 

penyerapan anggaran tidak optimal. 

• Rencana penarikan dana (RPD) yang telah disusun tidak sesuai dengan realisasi 

anggaran riil tahun berjalan sehingga memengaruhi nilai IKPA 

• Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan tidak tepat waktu karena 

keterlambatan pemberian uang muka 

 

h. Upaya Pemecahan Masalah 

• Memastikan setiap tim kerja melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan. 

• PPK bersama Tim Keuangan mengadakan evaluasi tiap bulan untuk dapat 

meminimalisir keterlambatan ataupun potensi masalah yang sekiranya akan terjadi 

 

 

Indikator Kinerja Kegiatan Mandatory (IKM) Tahun 2025 

● Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

a. Definisi Operasional: 

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan diperoleh 

melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi eMonev Kementerian Keuangan, yang 

terdiri dari: 

1) Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan 

agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur  berdasarkan Agregasi capaian RO 

dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan 

SBK; dan/atau efisiensi SBK  

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen lndikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman lll DIPA, 

penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang 

Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah 

Membayar (SPM); dan capaian output. *Nilai IKPA Satker BLU tidak dilakukan agregasi 

ke level Unit Eselon I. 

 

b. Cara Perhitungan : 

Sebesar 50% Nilai Kinerja atas Perencanaan Penganggaran ( yang terdiri 75% efektivitas 

+ 25% efisiensi) ditambah 50% Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (sesuai dengan 

perhitungan IKPA). 
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c. Pencapaian indikator: 

Pencapaian indikator “Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan” mengikuti capaian indikator kinerja sekretariat direktorat jenderal 

kesehatan lanjutan target 96% dan realisasi 85,56% 

 

d. Rencana Aksi yang dilakukan untuk pencapaian target 

Rencana aksi yang dilakukan mengikuti capaian yang ada di sekretariat direktorat 

jenderal kesehatan lanjutan 

 

e. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  

Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan target 92,35% dan 

capaian kinerjanya adalah 85,56%. Capaian realisasi kinerja ini diperoleh dari sekretariat 

direktorat jenderal kesehatan lanjutan. 

 

 

 

f. Permasalahan:  

Permasalahan penyerapan anggaran dari direktorat pengembangan pelayanan 

kesehatan rujukan adalah karena adanya perubahan struktur organisasi sesuai Permenkes 

21 tahun 2024 sehingga direktorat pengembangan pelayanan kesehatan rujukan harus 

merevisi indikator kinerja (IK) termasuk merevisi anggaran sesuai struktur organisasi baru 

 

g. Upaya Pemecahan Masalah 

Mengawal proses revisi IK, dan POK direktorat pengembangan pelayanan kesehatan 

rujukan dan mempercepat dan memaksimalkan proses pelaksanaan kegiatan TA 2025 

dengan membuat jadwal kegiatan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan dengan 

waktu yang tersisa (2 bulan) setelah DIPA keluar per 1 oktober 2025. 

● Indeks Kualitas SDM Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

a. Definisi Operasional: 

Ukuran yang menggambarkan kualitas ASN Kemenkes di Lingkungan Eselon I 

berdasarkan kesesuaian kualifikasi kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN 

dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam hal pelaksanaan pengukuran, mengacu pada 

peraturan yang diterbitkan oleh leading institution yang disesuaikan  

 

b. Cara Perhitungan : 

Hasil penjumlahan dari nilai Penerapan dimensi profesionalitas ASN sesuai Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019  

 

 

 

Indikator 
2025 

Target Realisasi 

Nilai Kinerja Anggaran Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

92,35% 85,56% 
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c. Pencapaian indikator 

Pencapaian “Indeks Kualitas SDM Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan” diambil dari indeks kualitas SDM yang ada di Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan secara komulatif (TW I, TWII, TW III dan TWIV) Tahun 2025. 

 

d. Rencana Aksi yang dilakukan untuk pencapaian target 

Rencana aksi yang dilakukan untuk pencapaian target “Indeks Kualitas SDM Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan” adalah dilakukan evaluasi capaian per 

Tribulanan selama periode tahun 2025 pada direktorat pengembangan pelayanan 

kesehatan rujukan. 

 

e. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  

Perbandingan target dan realisasi kinerja pada Indeks Kualitas SDM Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan target 81 dan realisasi sebesar 

81.98 yang diperoleh melalui aplikasi Sistem Imformasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA) 

pada menu Laporan Pegawai dilanjutkan dengan menu Laporan Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)  

 

f. Permasalahan:  

• Kualifikasi ASN yang ada di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan 

• Kompetensi ASN yang ada di Direktorat PPKR 

• Kinerja ASN yang ada di Direktorat PPKR 

• Disiplin ASN yang ada di Direktorat PPKR 

 

g. Upaya Pemecahan Masalah 

• Mengikuti Sosialisasi yang dilakukan oleh OSDM 

• Menindaklanjuti hasil sosialisasi yang dilakukan OSDM kepada seluruh pegawai di 

lingkungan direktorat pengembangan pelayanan kesehatan rujukan 

 

● Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti 

Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

a. Definisi Operasional: 

Persentase hasil pemeriksaan BPK yang telah diselesaikan dan ditindaklanjuti pada 

periode waktu tertentu. 

 

b. Cara Perhitungan : 

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang sudah ditindaklanjuti oleh Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan dibagi dengan total jumlah rekomendasi 

yang diberikan dan dikali 100. 

 

Indikator 
2025 

Target Realisasi 

Indeks kualitas SDM Direktorat Pengembangan 

Pelayanan Kesehatan Rujukan 

81 81,98 
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c. Pencapaian indikator 

Capaian Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas 

ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2025 

dari target 95% sudah tercapai dengan realisasi 95%. Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan tidak mempunyai temuan yang berulang, sehingga capaian kinerjanya 

100% atau target tercapai. 

 

d. Rencana Aksi yang dilakukan untuk pencapaian target 

Dalam rangka pencapaian target rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas 

ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2025 

tidak ada dukungan anggaran yang ada di direktorat pengembangan pelayanan kesehatan 

rujukan. Kegiatan dalam rangka penyelesaian administrasi hibah dropping BMN yang sudah 

diserahkan ke pemerintah daerah sudah berpindah ke sekretaris jenderal kementerian 

kesehatan. 

 

e. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja  

Target capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang 

telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan 

dari target 95%, tidak tersedia alokasi anggaran tahun 2025.  

 

f. Realisasi Anggaran  

Pagu yang dialokasikan untuk Indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK 

yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan tahun 2025 sebesar Rp.0,- dengan realisasi Rp.0,-  

 

g. Permasalahan  

Terdapat LHP Perjalanan Dinas tahun 2010 yang sedang diusulkan untuk menjadi 

Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) yang hingga saat ini belum disetujui oleh 

BPK. 

 

h. Upaya Pemecahan Masalah 

Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait tindak lanjut usulan tersebut.  

 

 

  

Indikator 
2025 

Target Realisasi 

Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang 

telah tuntas ditindaklanjuti oleh Direktorat Pelayanan 

Kesehatan Primer 

95% 95% 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Penyusunan LAKIP Semester II tahun 2025 dilakukan setelah ditetapkannya 

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 

Tahun 2025–2029. Adapun penyajian laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan 

capaian Perjanjian Kinerja yang menyampaikan analisis berdasarkan Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025. Yakni menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2024 yang 

merupakan tahun terakhir pada periode Renstra tahun 2020–2024 dan capaian 

indikator kinerja kegiatan pada Renstra 2025–2029. 

 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat 

Jenderal Kesehatan Lanjutan, Semester II Tahun 2025 disusun sebagai bentuk 

akuntabilitas dan pertanggungjawaban Direktorat Pengembangan Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan 

Lanjutan Semester II Tahun 2025 disusun pada tahun pertama periode Renstra Tahun 

2025–2029. 

 

Laporan Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat 

Jenderal Kesehatan Lanjutan, Semester II (Laporan Tahunan) Tahun 2025 disusun 

sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengembangan Pelayanan 

Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, Kementerian 

Kesehatan. 

 

Berdasarkan capaian kinerja Semester II Tahun 2025 masih diperlukan upaya-upaya 

lebih lanjut untuk mencapai sasaran kegiatan dan Indikator kinerja kegiatan yang 

merupakan Indikator Kinerja Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan 

Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. 

 

Pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024 terdapat 1 (satu) 

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan yang dijanjikan pada dokumen Perjanjian 

Kinerja Tahun 2024. Sedangkan pada rancangan Rencana Strategis Kementerian 

Kesehatan tahun 2025-2029 terdiri dari 7 Indikator Kinerja. Dalam rangka 

akuntabilitas kinerja, seluruh Indikator Kinerja tersebut telah dijelaskan pada Laporan 

Kinerja Semester II (LAKIP) tahun 2025 meliputi definisi operasional, cara 

perhitungan, analisa pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, kegiatan yang 

telah dilaksanakan beserta hambatan atau kendala dalam mencapai target. Tidak 

lupa upaya solutif serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun-

tahun yang akan datang. 
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Beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target pada Semester II (LAKIP) 

tahun 2025 di antaranya adalah terjadinya perubahan struktur organisasi di lingkungan 

direktorat jenderal pelayanan Kesehatan menjadi direktorat jenderal kesehtaan 

lanjutan. Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan 

direktorat baru, sehingga dalam penganggarannya memerlukan adanya perubahan 

indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang baru sesuai Permenkes 21 

tahun 2024. Karena adanya perubahan struktur, anggaran yang ada pada direktorat 

pengembangan pelayanan Kesehatan rujukan mengakibatkan terhambatnya 

pelaksanaan kegiatan (Anggaran turun per 1 Oktober 2025), sehingga penyerapan 

anggaran yang ada tidak maksimal karena pelaksanaan kegiatannya hanya tersisa 2 

(dua) bulan. 

 

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, 

untuk mendorong pencapaian target pada tahun 2025 di antaranya dengan: 

1. Meningkatkan komitmen di semua timkerja yang ada di direktorat pengembangan 

pelayanan Kesehatan rujukan untuk melakukan percepatan dan memantau 

progress capaian indikator yang diampu direktorat pengembangan pelayanan 

Kesehatan rujukan. 

2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang ada di lingkungan direktorat 

pengembangan pelayanan Kesehatan rujukan 

3. Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat. 

 

Perbaikan kinerja ke depan untuk indikator Persen populasi yang menggunakan 

farmakogenomik dengan target 60% tahun 2026 akan mengawal proses 

pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi secara intens dengan BB Binomika. 

 

Laporan Kinerja Semester II (LAKIP) tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pemangku kepentingan atau 

stakeholders di lingkungan direktorat pengembangan pelayanan Kesehatan rujukan, 

direktorat jenderal Kesehatan lanjutan, Kementerian Kesehatan terhadap pencapaian 

kinerja pada awal tahun 2025. Diharapkan pula Laporan Kinerja ini akan dapat menjadi 

bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja Direktorat 

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Kesehatan 

Lanjutan,di tahun-tahun selanjutnya.  
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Lampiran 1: 

Persentase Kab/Kota Memenuhi Standar Kebutuhan Darah di Wilayahnya 

 

 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             90 

 

 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             91 

 

 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             92 

 

 

 

 
 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             94 

 

Lampiran II: 

Jumlah RS Yang Siap Dan Mendukung Pelayanan Wisata Medis 
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Lampiran III: 

Jumlah Fasyankes Yang Menyelenggarakan Pelayanan Telemedicine 

 
 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             96 

 
 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             97 

 
 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             98 

 
 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             99 

 
 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             100 

 
 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             101 

 
 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             102 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LAKIP DIREKTORAT PENGEMBANGAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TAHUN 2025      
                                                                                             103 

 

Lampiran IV: 

Jumlah Peneliti CRU di RS Yang Sertivikasi GCP 
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Lampiran V: 

Presentase Populasi Direktrut Untuk Penyimpanan Biobank 

 

 
 

Lampiran VI: 

Persentase Populasi Yang Menggunakan Farmakogenomik 
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Lampiran VII: 

DATA RUMAH SAKIT YANG SUDAH MEMILIKI CLINICAL RESEARCH UNIT (CRU) 

SESUAI STANDAR KEPMENKES HK.01.07/MENKES/1458/2023 

 Data Rumah Sakit: 

No. Nama Rumah Sakit No

. 

Nama Rumah Sakit 

1 Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam 

Malik 

23 Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan 

2 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil 24 Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta 

3 Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta 

Bukittinggi 

25 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

4 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. 

Mohammad Hoesin 

26 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji 

Tirtonegoro 

5 Rumah Sakit Umum Pusat Rivai 

Abdullah 

27 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo 

6 Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. 

Cipto Mangunkusumo 

28 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito 

7 Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati 29 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman 

Wediodiningrat 

8 Rumah Sakit Umum Pusat 

Persahabatan 

30 Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. I.G.N.G. 

Ngoerah 

9 Rumah Sakit Kanker Dharmais 31 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin 

Sudirohusodo 

10 Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. 

Sulianti Saroso 

32 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tadjuddin 

Chalid 

11 Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto 

Heerdjan 

33 Rumah Sakit Mata Makassar 

12 Rumah Sakit Ketergantungan Obat 34 Rumah Sakit Umum Pusat Ratatotok Buyat 

13 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. 

Dr. dr. Mahar Mardjono 

35 Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. 

Kandou 
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14 Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan 

Kita 

36 Rumah Sakit Umum Pusat dr. Johannes 

Leimena 

15 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh 

Darah Harapan Kita Jakarta 

37 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Ben Mboi 

Kupang 

16 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala 38 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah 

Mada 

17 Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki 

Mahdi 

39 Rumah Sakit PTn RS Universitas Indonesia 

Depok 

18 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan 

Sadikin 

40 Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa 

Timur 

19 Rumah Sakit Mata Cicendo 41 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo 

20 Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan 

Partowidigdo 

42 Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang 

21 Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu 43 Rumah Sakit Umum Daerah Patut Pauh Patju 

Lombok Barat 

22 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariad,     

- Metode penilaian: 

a. Hasil pengisian survey pemetaan kapasitas sentra uji klinik tahun 2025 

b. Hasil pengisian instrumen CRU rumah sakit sesuai standar 
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Lampiran VIII: 

Pertumbuhan Layanan Berbasis Kedokteran Presisi Yang di 

Implementasikan 
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Lampiran IX: 

ATK dan Kebutuhan Kudapan Direktur  

  

    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


